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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara yang
cinta akan keadilan, senantiasa mengharapkan  sportivitas
pemerintah dalam melaksanakan setiap peraturan secara mur-
mi dan konsekwen, sebagaimana sering disiarkan oleh surat
kabar dan televisi.

Membuat suatu undang-undang untuk mencapai tujuannya
sebenarnya lebih banyak tergantung pada para aparat pelak-
sana ya2ng bersangkutan dan itikad baik pelaksana tersebut,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundang-
kan tanggal 31 Desember 1381 mempunyai tujuan untuk menjun-
Jung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang terlihat
dalam beberapa pasal antara lain 50, 51, 52, 53 KUHAP yang
masing-masing mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi dan
masih banyak lagi tak sempat penulis kemukakan.

Sebagai warga negara Indonesia, sepatutnya . merasa
bangga karena adanya Hukum Acara Pidana yang dihasilkan
DPR sebagai salah satu karya terbesar diantara ::__undang-
undang lain seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang
Pokok Agraria, Undang-Undang Lingkungan Hidup.

KUHAP di samping masih banyak mengandung kekurangan
kekurangan juga memiliki keistimewaan tersendiri dibanding
H.I.R, hal ini dikemukakan cleh Andi Hamzah ( 1984 : 15 )

sebagai berikut :
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Untuk pertama kalinya inilah Undang-Undang ... hHukum

Acara Pidana di Indonesia meliputi semua tingkat

pemeriksaan pengadilan baik pengadilan tingkat per-

tama sampai tingkat Mahkamah Agung.

Di dalam skripsi ini penulis akan membahas satu Du=
tusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya . .menganduyng

pembebasan (_vrijspraak ). Putusan tersebut mengandung

kekhilafan, sedang penuntut umum tidak diberi peluang
untuk mengajukan upaya hukum.
Tentang. kekhilafan tersebut Ridwan Syahrani (" 19803 -

4

35 ) memgemukzkan sebazzi berikut :

Hakim adalah manusia biasa yang tak selamanya suci
dari kekhilafan dan kesalahan, karena itulah dalam
menyelenggarakan peradilan tidak semua putusan yang
diberikannya mutlak sudah adil dan benar, melainkan
ada kemungkinan, putusan yang diberikannya itu ada
yang tidak tepat dan dirasakan tidak adil.

Dalam kenyataannya biasa terjadi bahwa putusan yang
mengandung kekeliruan yaitu, putusan yang seharusnya ber-

bunyi lepas dari segala tuntutan hukum (-ontslag . van- .

rechtsvervolging ) atau penghukuman ( veroordeling ) di-

nyatakan bebas (_vrijspraak ) begitupun sebaliknya.

Jadi wajarlah apabila terhadap putusan bebas, banyak
menimbulkan tanggapan-tanggapan, baik kalangan praktisi
hukum maupun kalangan masyarakat. Apabila hal ini tergjadi
terus-menerus, maka tak mungkin ada kepastian hukum dan
dengan sendirinya pembangunan tak akan dapat berjalan
sebagaimana mestinya; sebab betapapun kecilnya ketidakman-
tapan hukum niscaya ada pengaruhnya terhadap pembangunan.
Atau dengan kata lain kemantapan pembangunan memerlukan

kemantapan huigum.




Zal ini antzra lain y2nz menjadi later belaksng pe-
nulis memilih judul " PUTUS.I{ PEMIDANAAN, PEMBEBASAN ATAU
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN EHUKUM SERTA KAITANNYZ DENGAN
SURAT DAKMAAN, TANGGAPAN TTRHADAP DUA . . ool PUTUSAN
PENGATILAN NEGERI MAJENE". Selzin itu juga judul ini belum
pernz di=mbil oleh para mahzsiswa Fakultas Hukum Univer-
sites 450,

1.2 Runusen HMaszalzh
Adepun permasalzhan y=nz akan dijawab penulis dzlam

skripsi ini sebagei berikut :

(1) Av2kah putusen Pengadila:z legeri Majene NO 20/Pid/: /
*122¢ /PN dan putusannyz "0 24/Pid/1989/PMM telah

sesuzi dengan paszl 197 (2) KUHAP ditinjeu dari =segi
teori sudah benar atau tidak,
1.5 Sumnber Data
Dalem kaitennya dengzn pembshesan dalam hal ini ipe-
nulis menggunakan penelitizn ilmish guns mendapatksn deta
yang diperlukan dalam penuliszn ini, untuk r -2_mempermuda

pengucpulan data penulis melzlkukan

(1) Fenelitisn Kepustakazan (Librzry research)

Zenelitian ini dilakuksn dengan membacz buku = puku

yang erat kaitannya dengan nmzsalzh yang a2kan dibshas.. Ha-

sil dzri telsah pustaka ini zkan menjadi landasan teori

untuk mengujinya dengan nr*k-ek Dengadllen data ini
To [ oary, L  Pu e

adaleh data sekunder. ijfff“ vt V‘f“;f f Lo
f -'1/1( ry & . = -

(2) Penelitian Lapangen (_Field research )
2 A




kasasi Mahkamah Agung No 974 K/Pid /1988 dan NO 2537/K/Pid
/198S terhadap dua putt.isan tersebut Jjuga penulis komenta-
ri.

Bab lima, didalam bab terakhir ini- akan dikemukakan
kesimpulan yang ditarik dari hasil uraian dalam bab ter-
dahulu dan setelah itu mengajukan saran yang dianggap ber-
mamfaat,




BAB 2
ENGERTIAN, BENTUK DAN J=NIS
PUTUSAN PERKARA PIDANA
2.1 PENGERTIAN PUTUSAN

Proses peradilan terhadap suatu perkara dianggap se-
lesai, apabila hakim ketua sidang membacakan putusan akhir
yang menentukan nasib terdakwa.

Pengertian putusan, dalam pasal 1 ayat 11 kitab
undang-undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan rumusan
sebagai berikut :

Putusan pengadilan adalzh pernyataan hakim yang di -

ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

"tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam

undang-undang.

Dari pengertian tersebut diatas, kata-kata sidang
terbuka berarti bahwa hakim dalam membacakan putusammya
harus dipersaksikan di depan para pengunjung sidang. Lkan
tetapi dalam »nzsal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, masih
tercantum pengecuzlian y=ng berbunyi sebagai berikut :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua 51dang mem-

buka su.dang dan menyatakan terbuka untuk - umum

kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan ter-
dakwanya anak-anzk. Ayat %%

Lebih lanjut diatur dalam ayat (4) KUHAP yang ber=-
bunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat
(3) mengakibstkan batalnya putusan demi hukum.,

Pada penjelasan ayat (3) ini dikatzkan cukup jelas,

dan wntuk ayat (&) lebih dipertegas lagi :




Jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat
berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum
jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi.

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih
ada kekecualian vang selain dari yang tersebut diatas,
yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau
yang menyangkut ketertiban umum,

Pasal 104 UUDS 1950 ayat (20) dan (3) menunjuk:ake-
kecualian seperti tersebut diatas. Ayat (2) dan (3) men -
gatakan :

Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang di-

tetapkan oleh Undang-undang, sidang pengadilan ter-

buka untuk umum,

Untuk ketertiban umum dan kesusilaan kakim boleh

menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa

dinyatakan dengan pintu terbuka.

Atas permasalahan ini penulis sependapat &.::.dengan
Andi Hamzah {.1989. £329.)_mengemukakan :

Ketentuan dalam pasal tersebut diatas terlalu limi-

tatif seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan

untuk menentukan sesuai dan kondisi apakah  sidang
terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim
dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan
seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum
yang artinya persidangan dapat dilakukan di belakang

pintu tertutup. Pertimbangan tersebut - diserahkan
kepada hakim.

Permasalahan tersebut diatas menurut penulis sangat
positif apabila persidangan dinyatakan terbuka untuk umum,
seperti yang dicantumkan dalam pasal 153 ayat (4) KUHAP,
sebab dengan sistim terbuka tersebut masyarakat yang ingin
menyaksikan Jjalannya sidang dapat mengunjungi ruang per-
sidangan.

Wirdjono Prodjodikoro (1983 : 32-33) mengemukakan se-

bagai berikut :




Se jak dahulu kala dirasakan benar-benar bahwa kha=-

layak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksi-
kan, besgaimana hakim melzkukan pemeriksaan perkara

pidana Justru karena-hukuman pidana berakibat hebat
hagi kepentingan terdakwa, maka herus sama -sekali

tisda persangkzan bahwa hakim, akan bertindak tidak
adil. Salah satu syarat yzng Jjitu uwntuk menghilang-
kan persangkaan ini, izlah penentuan bahwa pe-
meriksaan perkara oleh hakim dilakukan dimuka umum

dengan demikian Khalsyak ramai dapat mengawasi sen-
diri jalannya pemeriksaan itu.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang

pengadilan senantiasa diperhadapkan pada sistim atau teori

pembuktian untuk membuktikan :

akan

a. ipakah betul suatu peristiwa tersebut telzh ter-

o}

jedi

b. 4pakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu
tindak pidana ;.

c. Apakah sebab-sebzbrnya peristiwa itu térjadi 3

d. Siapakah orangnya vang telah bersslah . berbuat
peristiwa itu .

Tujuan dari pembuktizn adalah mencsri dan menetap-

ebenaran-kebenaran yan

0Q

ada ddlam perkara itu bukan-

semata-mata mencari kesalzhan orang walaupun dalam

cteknya kepastian ysng absolut tidak dapat tercspai,

tetapi dengzn penelitian serta kupasan dengsn  mem-

pergunzkan buk¥i-bukti yang ada, akan terceapail suztu

kehenaran yang patut dapat dipercaya.

Didalam Hukum Acara Pidana dikenal 3 macam sistim

atau teori pembuktian :

1. Sistim atau teori pembuktian menurut  Undang-
Undang secara positif.

2, Sistim atau teori pembuktian berdasarkan ke-

'




vzkinzn hakim belzk

n

2. Sistim atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim atas alasan yang logis.

Pada sistim atau teori pembuktian pertama, teori ini
berkembangnya dalam abad pertengahan, sekarang tidak dipakai
lagi. Menurut teori ini salah atau tidaknya terdakwa itu
tergantung pada ada atau tidaknya adanya sejumlah alat buk-
ti yang telah dipastikan didalam undang-undang secara
positif keyakinan hakim tidak dipastikan harus ada.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirdjono Prad-
Jodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagai-
mana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara
menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula
keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali
adalah sesuai denagn keyakinan masyarakat.

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam sistim pembukti-
an berdasar undang-undang secara positif hakim hanya ber-
peran sebagai pelengkap belaka yang duduk dimeja persidang-
an untuk mencocokkan antara dakwaan dan alat-alat _ bukti
dan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan.,

Hakim yang memeriksa perkara yang menuju kearah di-
temukannya kebenaran materiil berdasar mana ia akan men-
Jatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena, ke=-
benaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa wak#&u.
Hal ini diungkapkan oleh Andi Hamzah ( 1989 : 228-229 )
sebagai berikut :

Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan

sanget relatif, Kesaksian diberikan oleh manusia yang

mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, pe-

nyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh
beberapa orang akan berbeda-beda. :
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Sistim atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim
belaka. Menurut teori ini hakim menjatuhkan pidana - melulu
atas keyakinan pribadi belaka, tidak perlu - menyehutkan
alasan-alasan keputusannya itu.

Pendapat penulis, sistim ini memberi kebebasan kepada
hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping itu,
terdakwa atau penasehat hukummya sulit untuk melakukan pem-
belaan., Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasar-
keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang telah didakwa-
kan, T

Keberatan lainnya dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodi-
koro ( 1983 : 110 ) sebzgai berikut :

Keeberatan terhadap sistim ini adalah, bahwa ter-

kandung didalamnya suatu kepercayaan yang * . terlalu

besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan be-
laka dari hakim pengawas tidak dapat tahu pertimbang-

e’ hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah

putusan. Terutama pengadilan kasasi tidak dapat meng-

utik-utik putusan hakim ini, oleh karena putusan itu
barangkali sangat mengecewakan, tidak dapat berten -
tangan dengan hukum,

Sistim atau teori pembuktian yang ke 3 disebut Jjuga
pembuktian bebas atau teori pembuktian jalan tengah atau
vang berdasar keyakinan hakim belaka sampai batas terzentu
terpecah kedua jurusan, Yang pertama yang tersebut diatas
yaitu pembuktian berdasar keyakiman hakim atas alasan yang
logis, yang kedua ialah teori pembuktian berdasar Undang-.

undang secara negatif.
Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama  ber-

dasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin

dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah,




11

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama ber-
pangkal tolak pada keyakian hakim, tetapi Za harus di-
dasarkan kepada suatu kesimpula yang logis, yang tidak
didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan- keten®#u-
an menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihan-
nya sendiri tentang pélaksanaan pembuktian yang mana ia
akan pergunakan, Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada
aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara . limitatif
oleh undang-undang, tetapi harus diikuti keyakinan hakim.
2.2 Bentuk Dan 3usunan Serta Jenis Putusan Dalam Perkara

Pidana.

I Putusan Awal :

Putusan awal yaitu putusan yang tidak memasuki pem-
buktian atau pokok perkara, tapi menyangkut soal penerap-
an hukum acara pidana, karena kesalahan atau cacat yuridiszs.

Keputusan awal ini dalam hukum acara pidana terdiri
atas :

a. Putusan sela

b. Putusan yang menyatakan tidak berwenang atau tidak

kompeten memeriksa perkara tersebut,

¢. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak

Jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ter=-
dakwa

d. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal

atau tidak dapat diterima, dengan alasan hukum,
c.1. Kasus liwat masa penuntutan
c.2. Ne bis in idem. _

c.3. Meninggalnya terdakwa
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ad. a Putusan Sela

Keputusan sela biasa juga disebut dengan keputusan
antara, yang mempunyai fungsi untuk memudahkan dan mem=
perlancar pemeriksaan perkara., Keputusan ini biasanya
terwujud dalam bentuk pemeriksaan dilanjutkan atau di-
hentikan (ditunda).

Dalam keputusan sela ada yang disebut rekontruksi
( mengulangi kembali apa yang telah terjadi ) merupakan
manifestasi tujuan hukum pidana yang mengutamakan  ke-
benaran materiil, karena dengan kebenaran materiil itu
pada sistim penerapan hukum pidana, akan terwujud pula
fungsi hukum acara pidana yang terletak pada kewenangan
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. ’
. . Rekontruksi yang terjadi kadang kala berhubungan
dengan kenyatamn-kenyataan yang ada di hadapan sidang
pemeriksaan pengadilan, misalnya terdakwa melakukan pem-
belaan terpaksa karena adanya serangan yang mendesak
secara tiba-tiba pada sebuah kamar sempit ( lokasi ke-
jadian) sangat penting untuk ditinjau :

Rekontruksi dapat terjadi atas 3

a. Permintaan penuntut umum

b. Permintaan terdakwa atau penasehat hukum

c. Kehendak hakim pengadilan, agar dapat memberi tam-

bahan atau untuk kelengkapan alat-alat bukti atau
untul: menambah kekuatan keyakinan hakim atas ke-

benaran peristiwa yang sedang diperiksa.
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Keputusan tentang perlunya rekontruksi adalah ter-
masuk dalam keputusan sela, karena eputusan ini Jelas
bertujuan memudahkan jalannya pemeriksaan perkara.

Kesimpulannya ialah, bahwa keputusan sela di-
samping sebagai upaya untuk mempermudah Jalannya pemerik-
saan suatu perkara, juga upaya tercapainya kebenaran ma-
teriil sebagaimana yang dicita-citakan dalam hukum pada
umumnya dan hukum acara pidana khususnya.
ad. b. Putusan yang menyatakan berwenang /Kompeten me-

meriksa perkara yang bersangkutan ;

Masalah wewenang mengadili, ini diatur dalam pasal
147 KUHAP, yang secara tegas menentukan tentang sikap
pengadilan negeri mempelajari, 2 pakah perkara dari pe-
nuntut umum, yakni ketua pengadilan negeri mempelajari
apakah perkara itu termasuk wewenang dari - - - pengadilan
negeri yang dipimpinnya, mzka ketua pengadilan negeri yang
ditempati melimpahkan perkara itu, menempuh jalan sebagai
berikut :

a. Ketua pengadilan negeri membuat suatu . Pbenetapan
yang memuat:alasan-alasan untuk menyerahkan surat
pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan ne-
geri lain yang dianggap berwenang { pasal 148 (2)
KUHAP )

b. Surat pelimpahan perkara tersebut lengkap dengan

dakwaan dan berkas perkara diserahkan kembali
kepada penuntut umum ( pasal 148 (2) KUHAP )
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b. Surat pelimpahan perkara tersebut lengakap dengan
dakwaan dan berkas perkara diserahkan kembali ke-
pada penuntut umm ( pasal 148 (2) KUHAP Ja

¢. Turunan surat penetapan yang dibuatnya itu di-
sampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya,
( pasal 148 ayat (3) KUHAP )

Jika penuntut umum keberatan terhadap penetapan hakim
ketua pengadilan negeri tersebut, maka ia meminta . - _atau
mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dalam waktu
tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima ( pasal 148
ayat (1) huruf a ).

Namun apabila penuntut umum tidak keberatan terhadap

penetapan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, ia
menyampaikan berkas perkara itu kepada ke jaksaan negeri
di tempat pengadilan negeri yang disebut dalam surat

penetapan ( pasal 148 ayat (2) EUHAP ).

Jadi jika ditelaah ketentuan-ketentuan yang penulis
uraukan di atas, mzka sudah tidak pada tempatnya lagi dalam
hal kompetensi relatif, sehingga harus dieksepsi oleh ter-
dakwa/penasehat hukumnya.
ad. c. Putusan yang menyztakan dakwaan penuntut umum tidak

dapat diterima

Dalam hal membuat surat dakwaan, penuntut umum harus
berhati-hati, karena surat dakwaan adalah dasar acara
pemeriksaan di persidangan, di samping itu dakwaan merupa-
kan target bagi penuntut umum umtuk sebenarnya mampu mem-

buktikan dakwaannya itu,
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Keputusan menyatakan tidak diterimanya-surat dakwa-

an penuntut umum, merupakan keputusan awal suatu perkara
pidana, karena surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat
diterima, masih ada kemungkinan penuntut umum mengajukan
banding pada pengadilan tinggi. Kemungkinan yang lain pe-
nuntut umum mengubah dakwaannya untuk kemudian mengajukan
terdakwa lagi dalam pemeriksaan pengadilan.

Ketentuan mengenai pengubahan surat dakwaan, di-
tegaskan dalam pasal 144 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Pengubahan surat dakwaan tersebut d¢ilakukan hanya

satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum si- -

dang dimulai,
c.1 Kasus liwat waktu masa penuntutan ;

Lembaga liwat waktu, dapat dilihat dalam ketentuan-
nya dalam pasal 78, 79, dan pasal 80 Kitab Undang- undang
Hukum Pidana.

Pasal 78 menentukan bahwa kewenangan menuntut  pi-
dana hapus liwat waktu ;

(1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang

dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahum.

(2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana
denda, pidana kurungan atau pidana penjara se=-
lama tiga tahun sesudah enam tahun ;

(3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara lebih ringan dari tiga tahun, sesudah
dua belas tahun ;

(4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara lebih ringan dari tiga tahun, sesudah
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delapan belas tahun,

Selanjutnya dalam ayat 2 pasal tersebut, dikatakan
bahwa bégi orang yéng pada saat me lakukan perbuatan umur-
nya belum delapan belas tahun, masing-masing A5 _tenggang
liwat wakty dikurangi Sepertiga, :
C.2s Ne bis in idem

Untuk mengetahui arti npe bis in idem ini penulis
mengemukakan pendapat W, Bawengan, ( 1983 : g1 ), sebagai
berikut ;

Ne bis in idem berarti, bahwa Seseorang tak dapat
dituntut sekali lagi oleh karena Sesuatu peristiwa
im,

Se lanjutnya pasal 76 KUHP secara tegas diatur pula
sebagai berikut s

Jika putusan hakim menjadi tetap itu berasal dari
hakim lain, maka terhadap orang itu karena perbuatan

Kemudian dalam pasal 76 ayat (2) KUHpP ditegaskan pu-
la sebagatrseriﬁﬁf :

Jika putusan hakim menjadi tetap itu berasal dari

hakim lain, maka terhadap orang itu karena perbuatan
itu juga dalanp hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atauy pe-
lepasan dari tuntutan

2. putusan berupa Pemidanaan dan telah dijalani sge-
luruhnya atay telah diberi ampun atau wewenang
untuk Denjalankannya telah hapus karena liwat

u

waktu, ;
Apabila diperhatikan pasal tersebut, akan diketahmi
Yang menjadi tujuan bPasal tersebut yaitu :
(1) Jangan Sampai satu peristiwa melahirkan bermacam

macam putusan yang berbeda—beda, yang mengakibat-




17

kan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap
pemerintah,

(2) Memberikan kepastian hukum/ketenangan hati
kepada terdakwa, janganlah dibiarkan terus
menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya
penuntutan kembali dalam peristiwa .  yang
sekali telah diputus

c.3 Meninggalnya terdakwa

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa
meninggal dunia ( pasal 77 KUHAP ).
ad. d Puftusan ‘yang menyatakan.ddkwaan penuntut Lmum

batal demi hukum.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 143
ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan yang tidak
memenuhZ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
huruf b batal demi hukum,

Bagaimana cara menguraik&n secara cermat Jelas
dan lengkap, hal ini tidak dapat ditentukan oleh KUHAP,
dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal
143 lebih tepat dikatakan sebagai pasal peringatan ke-
pada penuntut umum agar Jangan membuat suatu kekeliru-
an atau kesalahan dalam menyusun surat dakwaan.,

Dengan -lahirnya kitab undang-undang hukum acara
pidana, khususnya menyangkut pasal 134 (2) huruf b su-

dah sewajarnya pengadilan meneliti secara seksama surat
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dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga dakwaan
yang diajukan oleh penuntut unum, yang seharusnya batal
demi hukum tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya ja=-
di seharusnya penuntut umum dalam menyusun dakwaannya agar
lebih berhati-hati.
II. Putusan Akhir ;

Putusan akhir, yakni putusan yang telah memasuki
pembuktian perkara, apakah delik tersebut terbukti atau
tidak, untuk mengakhiri proses perkara tersebuyt.

Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, ditegas,
kan :

a: Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai,  -penuntut

unum menyatakan tuntutan pidana,

b. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengaju-
kan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut
unum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penase-
hat hukum selalu mendapat giliran terakhir,

Ketentuan tersebut, tuntutan dan Jawaban atas pembelzwm
an dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera
diserahkan kepada hakim ketua sidang dan surat - turunannya
keda pihak yang berkepentingan ( pasal 182 ayat 1 Huruf ¢
KUHAP ),

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang me' -
nyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. dengan ¢+ ke-
tentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atau kewenangan
hakim ketua sidang karena Jabatannya maupun atas permintaan
penuntut umum atau penuntut umum atau penasehat hukum
dengan memberikan alasannya.

Putusarpengadilan negeri dapat dimyatakan dan diumum-

kan pada hari itu juga atau hari lzin yang - _sebelumnya
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harus-diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau
penasehet hukum ( pasal 182 ayat (8) KUHAP ).

Hanya saja, didalam ketentuan. tersebut - tidak
disebutkan berapa iams. penundaanm :itu &apat berlangsung
ddlam hal ini, Andi Hamzah ( 1989 : 260 ) mengemukakan:

Dalam Ned,Sv. Jelas ditentukan bzhwa penundaan

penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat

berlangsung empat belas hari. : .

Hakim dalam mengambil keputusan akhir, ada tiga ke=-
mungkinan sebagaimana diatur dalam kitab undang - undang
Hukum Ac_:ara Pidana yaitu :

a, Putusan yéng mengandung pembebasan terdakwa (pa-

sal 191 (1) KUHAP ) ;

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari

~ segala tuntutan hukum ( pasal 191 (2) KUHAP )

c. Putsan yang mengandung pemidanaan ( pasal 193

KUHAP )

Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah pu-
tusan atau berita acara putusan, yang harus diawali
dengan kepala putusan " Demi Keadilan Berdasarkan Ke=-
tuhanan Yang Maha Esa " ( undang-undang no 14 tahun 1970
pasal 4 Jo pasal 197 KUHAP ).

Berita acara putusan sebagaimana diuraikan oleh
Martiman Prodjohamidjojo (1983 : 13 - 14 ) terdiri-dari

a. Bagian Kepala ( in het kdp ) 3

b. Bagian tubuh atau batang tubuh ( in het lichaam)

- c. Bagian Penutup (_in het slot )
ad. a. Bagian kepala memuat :

(1) Nama terdakwa:: nama tua dan nama kecil



(2)
(3)
(&)
(5)
(6)
(7)
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Nama dan tanggal lahir ;
Jenis kelamin ;
Kebangsaan s

Tempat tinggal ;

Agama dan kepercayaan ;

Jenis pekerjaan ;

(8) Status terdakwa ditzhan atau diluar tahanan :

(9)

Dakwaan dan requisitoir ;

{10) Pembelaan terdakwa atau penasehat hukum ;

(11) Replik dan duplik

(12) Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu

ad. b. Bagian tubuh atau batang tubuh memuat -

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Amar putusan atau yang berupa ; pelepasan dz-
ri segala tuntutan hukum, penghukuman ;
Barang bukti berupa ; pemusnahan, perampasan
untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak
Memerintah supaya terdakwa dibebaskan atau
ditahan

Pembebasan ongkos perkara kepada negara atau
terdakwa ;

Hari dan tanggal permusyawaratan ;

Hari dan tanggal pengucapan putusan ;

Nama muka, nama hakim ketua, nama hakim anggo-
ta, nama panitera atau panitera pengganti,na-
ma jaksa penuntut umum, nama terdakwa dan pe-

nasehat hukum ;
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(8) Tanda tangan hakim ketua sidang, anggota dan
panitera atau panitera pengganti.
Sebagaimana telah diketahui bahwa, setiap keputusan
akhir yang dijatuhkan oleh hakim merupakan salah satu dari
tiga kemungkinan

a. Dibebaskan (_vrijsoraak ) 3

b. Dilepaskan dari segala tuntutan hukum | (_ontslag

van alle rechtvervoleing )

c. Penghukuman (veroordeling)

ad. a. Dibebaskan ( vrijsprazk)

Dalam Kitab Undang-Undzng Hukum Acara Pidana, pasal
191 ayat (1) ditegaskan :

Jika pengadilan berpencapat bahwa dari hasil peme-

riksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuakaam

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti seczra szh
. dén meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat dibandungkan dengan pendapat Prof. Dr. Andi
Zainel Abidin Farid, SH. ( 1981 : 92 ), yang dirumus-
kan sebagai berikut :

~pabila perbuatan pidana tidak terbukti, yakni satu

atau lebih unsur-unsurnay-tidak terbukti, maka von-

nis hakim berbunyi " dibebaskan " (vrijspraak), da-
lam hal mana jaksa penuntut umum tidak berwenang
naik banding (appel).

Istilah kesalahan yang digunakan dalam pasal 131
ayat (1) KUHAP kurang tepat, mestinya perbuatan tidak
terbukti sebagaimana yang terlihat dalam rumusan Prof, Dr,
Andi Zainal Abidin Farid,SH. Sebab kesalahan menyangkut
pertanggung jawaban pembuat dan bukan perbuatan. Sehingga
kesalanan tidak terbukti maka keputusan hakim »smestinya

berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van




alle rechtsvervolging ) bukan dibebssken (_vrijspraak ).

Dakwaan tidak terbukti berarti bzshwa apa yeng disya-
ratkan oleh pssal 183 XUHAP tidzk terpenuhi, yzitu :

a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah

)

yang disyzrztkan oleh pasal 184 KUH-AP,
b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, zkan
tetapi hakim tida yekin alzan kesalzhan terdakwva
c. Jika szlah satu atau lebih unsur tidak terbukti.
fdepun makna keyekinan hrkim yang dimaksudkan, bu-
kan diartikan perasaan hakim yang dimzksudkan bukan pe-
rasaan hakim pribadi sebagzi manusia biessa, tetapi le-
yzkinan -hakim adalah keyekimasn y=ng didasarkan ztcs alat-
alat bukti yang sah menurut undaeng-undang.
Terhadap keputusan heskim ysng berbunyi dibebaskan

maka terdakwa yrng berada dolem status tshanan diperintzh-

ey

<an untuk dibebaskan seletika itu juga, kecuali lkarens

\'L

-
L

2 2lzsezn lzin yang sah, terdakwa letap berads .. dalam
Takanen diperinteshkan untuk dibebaskan seketika itu juga,
kecuali karena ada zlasan lain yang sah, terdakwa tetap
berada dalam tahznan ( pasal 191 ayat 3 KUHAP ),

Jika terdapat alasan lz2in yang szh qebcgﬂlyana yang
dimaksudkan diatas, alasan secars Jjedas ¢iberitahukan
kepada ketua pengadilsn negeri sebagai pengswas dan peng-

amat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
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ad. b. Dilepaskan dari segala tuntutan.

Dasar hukum mengenai keputusan lepas, tercantum dalam
pasal 191 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana
yang berbunyi sebagai berikut :

Jika pengadilah berpendapat bahwa perbuatan vang di-
dakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus
lepas dari segala tuntutan hukum,

Apa yang terbukti yang termasuk perbuatan :tepdakwa
yang terpenting terbukti tetapi tidak merupzkan tindak pi=
dana, dalam penjelasan KUHAP tidak diuraikan.

Namum demikian bisa dilihat uraian Martiman Prodjo -
hamidjojo ( 1984 : 16 - 17 ) sebagai berikut :

Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
hal ini terjadi jika :

a. Terdapat kesalahan dalam merumuskan z2tau melukis-
kan perbuatan yang dilakukan terdakwz dalam surat
dakwaan, sehingga tidak mencocoki rumusan delik
atau rumusan ketentuan peraturan hukum pidana
yang didakwakan misalnya, pada dakwaan melanggar
pasal 372 KUHAP, unsur sifat melawan hukum 1me-
ngaku sebagai pemilik (wederrechtelijktoeigem)ti-
dak dilukiskan dalam surat dakwaan, sehingga per-
buatan itu bukan merupakan ke jahatan atau pelang-
garan,

b. Terdakwa dalam keadaan :

~ T, Sakit jiwa, htadacacat jiwanya, pasalls ‘KUHB- ¥
2. Keadaan memaksa (overmacht) pasal 48 KUHP ;

3., Membela diri ( noodw pasal 42 KUHP

4, M elakukan perbuatan untuk menjalankan per-
caturan undang-undang pasal 50 KU:=P

5. Melakukan perintah yang diberikah.sieh atasan
yang sah, pasal 51 KUHP

Menurut penulis pasal 191 ayat 2 KUHAP, keliru rdi-
-Tumuskan sebenarnya kalau perbuatan yang didskwakan kepada
terdakwa bukan delik, maka dari perbuatan seharusnya hakim

tidak menerima tuntutan penuntut umum.
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Penulis lebih cenderung pendapat Prof. Dr. Andi Zainal
Abidin Farid, SH ( 19€1: 92 ), yang dirumuskan sebagai be-
rikut :

Bilamana satu atau lebih unsur pertanggung Jjawaban
pidana atau kesalahan dalam arti luas tidak terbukti
maka keputusan hakim sebaiknya berbunyi, dilepaska da-
ri segala tuntutan hukum (_ontslag van alle rechtsver-

volging Ya

Alasan penulis, karena Prof. Dr. Andi Zainal Abidin

Farid, SH.t{tidak menggumakan ;istilah perbuatam: . * terbukti,:
fielaitikan sebaliknya " bilamanasatu atau lebih unsur  per-
tanggun jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas tidak
terbukti ", Jadi jika istilah perbuatan terbukti yang ter-
bukti vang digunakan seperti pada rumusan pasal 191 ayat(2)
KUHAP, maka kalimat selanjutnya mestinya Dot oy osoans
tetapi ada unsur pertanggung jawaban pidana tidak terbukti,
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan nu hukum,
sebab tidak logis kzlau orang tidak melakukan ke jahatan,
dilepas dari segala tuntutan hukum mestinya dibebaskan.

ad. ¢. Penghukuman (_veroordeling )

Setelah penulis membahas tentang keputusan yang ime-
ngandung pembebasan dan pembahasan tentang penghukuman.
Putusan yang mengandung tentang penghukuman, diatur
dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang nerbungi sebagail di-
atur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai
berikut :
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melak:mukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,
maka pengadilan menjatuhkan piHamay

Terdakwa bersalah, berarti dakwaan terbukti dan sya-




rat untuk menjatuhkan putusan pemidaan atéu—péﬁéhukuman
telah terpenuhi, yakni dua alat bukti yang san . . dan
hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

Rumusan lain tentang putusan penghukuman ini, Andi
Hamzah ( 1989 : 263 - 264 ) Mengutip pendapat Van
Bemmelen yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia

telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telsh me-

lakukan perbuatan yang didakwzkan dan ia meng-
anggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana

Apabila diperbandingkan dengan perumusan pasal 193
ayat (1) KUEAP, maka akan terlihat :

(a) pasal 193 ayat (1) KUHAP, mempergunakan kalimat

" terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "

(b) Van Bemmelen mempergunakan Xalimat " perbuatan

dan terdakwa dapat dipidana"

Menurut penulis, pasal 193 ayst (1) KUHAP keliru
dirumuskan, mestinya lebih dahulu menyebut tindak pida-
na baru menyusul kesalahan sehingga rumusannva berbunyi
" jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana dan terbukti bersakah, maka
pengadilan menjatuhkan pidana ",

Pasal.330 Undang -U"dang Hukum Acara Pidana "Be-
landa lebih jelas membedakan perbuatan dan 'eskesalahan
menurut pasal itu, hakim lebih dahulu harus memeriksa
bukti atau setidaknya unsur-unsur perbuatan pidana

dan setelah itu memeriksa unsur-unsur pembuat,

Mengakhiri sub dua ini dari bab dua, penulis akan
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menguraikan nenis hukuman dalam perkara pidana.
Dalam pasal 10 KUHP, diatér jenis hukuman yang ter-
diri dari : |
A, Pidana Pokok
1. Pidana §iu, r=
2. Pidana Penjara ;

3. Pidana kurungan

L, Pidana denda

5. Pidana tutupan ;
B. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu :

3. Pengumuman putusan hakim ;




BAB 3
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN
PEMBEBASAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
3.1 UPAYA HUKUM BIASA _

Mengawali pembahasan Bab 3 ini, maka yang pertama-tama
penulis kemukakan adalah pengertian upaya hukum itu sendiri,

Penulis bertolak dari pengertian upaya hukum pasal
1 butir 12 KUHAP, memberi pengertian sebagai berikut :

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut uBuR

untuk tidak menerima putusan pengadilgn berupa pemida7

ninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini,

Dengan demikian maka terpidana ( terdakwa ) penuntut
umum merasa tidak puas dengan putusan hakim maka menurut
KUHAP mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tersebut
dengan menggunakan upaya hukum yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pada dasarnya upaya hukum untuk melawan putusan hakim
tersebut dengan menggunakan upaya hukum yang telah ditentu -
kan dalam peraturan perumdang:undangan yang berlaku,

Pada dasarnya upaya hukum wntuk melawan putusan hakim
tersebut ;te:diri_dari,;, - L= e aald

1. Upaya hukum biasa, yakni ;

a. Pemeriksaan tingkat banding

b. Pemeriksaan kasasi
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2. Upaya Hukum Luar Biasa
a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan

hukum
b. Pemeriksaan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
1. Upaya Hukum Biasa

a. Pemeriksaan Banding

Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

Permintaan banding sebagaimana dimaksud pasal (67

7dapétdiajukan ke pengadilan Tinggi oleh terdakwa
atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau pe-
nuntut umum,

Dengan demikian maka permohonan banding dapat di-
ajukan oleh terdakwa ( kuasanya ) ataupun penuntut umum.
Pemeriksaan banding dilzkukan oleh vengadilan tinggi;

Kemudian dalam pasal 67 KUHAP dipernyatakan bahwa:
Terdakwa atau penutut umum berhzk untuk ¢ inminta
banding terhadap putusan pengadilan tingkat per-
tama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan peng-
adilan dalam acara cepat,

Jika diperhatikan ketentuan dalzm pasal 67 .. «~dan

pasal 233 KUEAP tersebut, maka dapat diketahui - bahwa

negeri ) dapat dimintakan pemeriksaan banding ke penga-

dilan Tinggi oleh terdakwa ( kuasa hukummya ) atau

penuntut umum terkecuali putusan-putusan sebagai se-
bagai berikut.

a. Putusan bebas ( Vrijspraak )
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semua putusan pengadilan tingkat pertama ( pengadilane :
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b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang me-
nyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
. Putusan pengadilan dalam acara cepat (rol)

Selain dari ketiga Jjenis putusan pengadilan yang
tidak dapat dimintakan banding tersebut, maka masih ada
lagi yang oleh hukum ditentukan tertutup ke ukemungkimanya
untuk dimintakan pemeriksaan banding yakni terhadap putus-
an perkara pra peradilan mengenai pemeriksaan sah =asau
tidakitya penangkapan, penahanan atau penghentian penyidik-
an atau penuntutan ataupun penghentian penyidikan ~Ztau
penuntutan ataupun penghentian penyidikan dan permintaan
ganti rugi ataupun rehabilitasi,

Padz hakekatnya pemeriksaan banding kepada pengadils:.
an Tinggi mempunyai tujuan yakni :,

a. Bertujuan untuk menguji putusan pengadilan &ing-

kat pertama,

b. Bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan paru .ser-

hadap keseluruhan perkars itu.

Sedzngkan acara pemeriksaan tingkat banding diatur
dalam pasal 233 dan 234 KUHAP pada dasarnya masih sama
dengan proses pemeriksaan banding menurut sistim HIR
dahulu kecuali mengenai hal-hal yang telah disebutkan di-
atas. '

b. Pemeriksaan Kasasi

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan ;pe=-

nerapan hukum denag jalan membatalkan putusan yang ber=-

tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber-




laku, ataunterhadap putusan yang didalamnya terdapat ke-
keliruan dalam penerapan hukum,
Andi Hamzah(1989 : 281) mengemukakan bahwa :
sebagaimupaya hukum luar biasa, kasasi demi & _ke=-_
= pentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai
tujuan kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan .
Apabila suatu yang meragukan atau dipermasalahkan
diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan,
maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh
hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.
Selanjutnya pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan
adanya 3 alasan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi
yakni :
a, Apakah benar suatu peraturan hukum diterapkan
sebagaimana mestinya.
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan
menurut ketentuan undang-undang.
¢. Apakah pengadilan telah melampaui batas © we=
wenangnya. |
Apabila permohonan pemeriksaan kasasi tersebut di-
terima berarti Mahkamah Agung akan membatalkan = putusan
atau penetapan-penetapan, dan perbuatan-perbuatan pengi.-
adilan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi.
Menurut ketentuan KUHAP dapat pula diperoleh masuk-
an bahwa Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasi

apabila :
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a. Tidak cukup alasan untuk kasasi.

b. Tidak mengéjukan memori kasasi atau tidak membe-
ritahukan kepada panitera atau terlambat menga-
Jjukan memori kasasi.

c. Lewatnya tenggang waktu kasasi.

d. Putusan bebas menurut pasal 244 KUHAP.

Di dalam upaya hukum kasasi ini para pihak (terdak-
wa atau penuntut umum) berhak mengajukan permohonan kasa-
si, sebagai tanda tidak menerima/tidak puas terhadap ou-
tusan Pengadilan yang memutuskan perkara terakhir selain
dari Mahkamah Agung dan isi putusan tersebut bukan merupa-
kan putusan bebas. Tetapi upaya hukum kasasi ini tidak
berhak diajukan oleh terdakwa apabila terdakwa sebelumnya
tidak mengajukan permohonan banding, sebaliknya Penuntut
Umum tidak berlaku ketentuan igi, asalkan tidak melampaui
batas waktu yang telah ditentukén oleh Undang-undang.

PCalam hal ini menurut penulis, terdakwa juga harus
diberikan'kesempatan sebelum lewat waktu yang telah diten-
tukan, yaitu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi
seperti halnya penuntut umum, sekalipun terdakwa sebelum-
nya tidak mengajukan permohonan banding.

Perlu ditegaskan bahwa terlambat memasukkan memori
kasasi, maka permohonan kasasi akan gugur, tetapi demi ke-
pentingan perkara tetap dikirim secara utuh ke Mahkamah
Agung Republik fndonesia untuk diproses. Karena hal ini

adalah wewenang Mahkamah Agung untuk menilainya, sehingga
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Khusus mengenai upaya hukum ini Terdakwa/Terpidana
tidak berhak untuk menggunakannya, tetapi seandainya ter-
dakwa/terpidana ingin juga menggunakan upaya hukum terha-
dap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang te-
tap meka dapat saja menggunakan upaya hukum peninjauan
kembali. Walaupun belum pernah perkara tersebut diperiksa
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dasar hukumnya ka-
rena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kasasi yang demikian ini tidak boleh merugikan pi-
hak yang berkepentingan, misalnya putusan yang dijatuhkan
tidak boleh melebihi putusan yang telah ada.dan sudah mem-
punyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Upaya hukum peninjauan kembali

Berbedz dengan upaya hukum kasasi demi kepentingan
hukum yang baru dikenal setelah berlakunya KUHAP, sedang-
kan upaya hukum pepinjauan kembali ini sudah dikenal sema-
sa HIR. Dan dasar hukumnya upaya hukum ini sebelum berla-
kunya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 'ﬁaupun
KUHAP, telah diatur oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970

Dalam hal upaya hukum peninjauan kembali ini dalam
perkara pidana dan perkara perdata pada pokoknya sama, ke-
‘cuali untuk perkara pidana tidak dibatasi lagi tenggang
waktu seperti halnya perkara perdata yang tetap diberlaku-
kan tenggang waktu 6 bulan sejak putusan itu mempunyai ke-
kuatan hukum vang tetap.

Mengenai permohonan peninjauan kembali perkara pi-
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dana setelah berlakunya KUHAP ada beberapa ada beberapa per-
syaratannya, seperti yang dikemukakan oleh Andi Tahir Hamid,
( 1981 : 97) sebagai berikut :

1. "Terdapat keadaan baru yang andaikata diketahui di
saat Keputusan, tidak akan demikian keputusanya.

2. Putusan-putusan bertentangan satu dengan yang la-
in.

3. kekhilafan",

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap di

mana dinyatakan bahwa dakwaan terbukti, tapi

tidak diikuti pemidanaan, dapat pula dimohonkan
peninjauan kembali',

Syarat. yang dikemukakan oleh Andi Tahir Hamid di atas
adalah sejalan dengan syarat yang tercantum di dalam  KUELP
pasal 263 ayat 2, bahwa peninjauan kembali dilakukan apabila:

a. "Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan ku-
at, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada
waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan be-
rupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum  tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterap-
kan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b. Dalam velbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kea-
daan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinya-
takan telah terbukti itu, ternyata telah berten-
tangan satu dengan yang lain. Apabila putusan itu
dengan Jjelas memperlihatkan sustu kekhilafan ha-
kim suatu kekeliruan yang nyata®.

Dari beberapa persaratan yang dikemukakan di atas
tidak berlaku terhadap putusan yang belum mempunyai kekuat-
an hukum yang tetap, tetapi hanya berlaku terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,kecu-~
ali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum, Hak permintaan peninjauan kembali ini hanya diberi-

kan kepada terpidana atau ahli warisnya.
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Dalam praktek peradilan dewasa ini, ada dua pendapat ten-
tang pelaksanaan pemeriksaan peninjauan kembali untuk per-
kara pidana, yaitu:

1. Harus mutlak permohonan’ tersebut ditandatangani dan
dihadiri setiap sidang oleh terpidana/yang bersang-
kutan.

2. Cukup diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasa/pe-
nasehat hukumnya yang bersangkutan/terpidana atau
ghli warisnya.

Dari ke dua pendapat yang diuraikan di atas penulis
lebih condong kepada pendapat yang kedua, dengan alasan apa-
bila dalzm pemeriksaan peninjauan kembali tersebut kebetulan
terpidara berhalangan, maka bisa diwakili oleh penasehat hu-
kumnya atau ahli warisnya. Hal ini supaya tidak terjadi ke-
pincangzn dalam pemeriksaan., _

Terhadap peninjauan kembeli putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap sama halnya seperti upaya
hultum kasasi demi kepentingan hukum, yaitu pidana yang di-
Jatuhkan dalam putusan tersebut tidak boleh melebihi pidana
yang telan dijatuhkan dalam putusan semula,

Beberapa upaya hukum yang penulis kemukakan di atas
adalah sesuzi dengan yvang digariskan dalam bab XVII dan bab
XVIIT KUHAP, ini jelas tidak sejalan dengan bunyi pasal i
butir 17 KUHAP yang mengenal uvaya hukum verzet /perlawanan.
Disini nampak kekurangan dan kelemahan %ﬁﬁﬁg artinya tidak

serasi dan tidak konsisten antara ketentuan yang satu dengan
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Ketentuan yang iainnya.

Upaya hukum di dalam KUEAP juga menurut penulis ter-
lalu sempit, sebab KUHAP tidak memasukkan upaya hukum
grasi. Sedang upaya hukum yang terakhir ini masih ada ahli
yang memandangnya sebagai upaya hukum juga.

Sekalipun masalah grasi ini masih ada perbedaan pen-
dapat, namun pada pokoknya mereka berprinsip bahwa per-
mohonan dan pengajuan grasi berarti yang bersangkutan/tef-
pidana menermma putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yzng tetap tersebut. Maszlahnya tinggal memohon
ampunan kepada Negara dengan melalui prosedur serta alasan
-alasan seperti, apakah yang bersangkutan mempunyai andil

dalam Negara Republik Indonesia berupa Jasa=jasanya.




BAB 4
KOMENTAR PENULIS TZRHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM KASUS NO 20/PID/1985/PMM JIS
PT SUL=SEL NO Z1/PID/1987/FT
PDG, MA NO 974 1/PID/1S88/PHl
JO MA NO 2535/K/PID/1989

4,1 Putusan Pengadilan Nezeri la-ene Mo 20/Pid/B/1085 /o
Duduk Ferkara

—

I. Bahwa ia terdakwa Sysmsuddin Baging,B34i. Pade hzri _ini
dan tznggal serta bulan yzng tidak dzpat ditet
gi »z2sti tet dalan tehun 1S21/1982 dan tahun 1&32 of
19E3 fetldak-uld“Anya dalem tahun 1981 sampai dengan

tehun =983, didesa kebiraan kecamatan Pambozng lLizbusa-

ten 'zjene, baik bertindalk sendiri mempun kterssng-zona

denzzn oreng lain yaitu Ims. Ithemmzd Idi Deud Czn
Juvhenmed Idrus Ragchmen, F-, I7z1ig nerksranya éizjuken
tersendiri telah dengesn melzwan hukum melzl-uksn NEre
bustan memperkayz diri sendiri atau orang lain 2tsu

perelonomian llegera, yaitu cengesn czra sebzgai berilut:

1, Zzhwz terdalva selalku pentorong stau kontraktor Zari
proyek Fembinaan Transmizrasi Lokal/Resettleient de- 4

Cesa Lzbirzan iecanatan Malumda tzhun 1982/1985 4i
cesz Bonde kecamatan pamboang berdssarian _ - surst
neérjanjian-perjanjian borongan  pekerjsan yang
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nasing-masing ¥o.413.2/1928 /Bandes tanggal 16
Besember 1981 dan No 143.2/3098/Bandes  tanggal
10 Nopember 1982 antara terdakwa selaku pemborong
dengan Pimpinan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lo-
kal Propinsi Sulawesi Selatan yang untuk proyek
di desa Kabiraan Kecamatan Malunda ditanda tangani
oleh Drs. Djusran Sibly dan untuk proyek di desa
Bonde Kecamatan Pamboang ditanda tangani oleh Irs.
ibdul Rauf, yang masing-masing bertindak wtuk
dan atas nama Pemerintan, terdakwa dalam pelaksa-
naan pekerjaan borongannya telah tidak melaksanar
kan sep.enuhnya isi surat perjanjian borongan ter-
sebut, yaitu :

a, karena jumlah anggzran proyek pembinaan Trans-
migrasi lokal tahun anggaran 1921/1982 di desa
Kabiran yaitu sebesar Rp. 26.320.000,-semuanya
telah dicairkan oleh terdakwa dari pihak Proyek
Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen desa
Propinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahap/angsur-
an dan anggaran terakhir telah diterima sesual
dengan berita acara pembayaran tertanggal 14
Fe bruari 1983, sehingga pada hari itu juga ha-
sil pekerjaan proyek telah diserahkan oleh ter-
dakwa kepada pemilil:i proyek yaitu Direktorat

Pembangunan Desa Propinsi Sulawesi Selatan yang

mana menggambarkan bshwa proyek telah selesai
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100%:, pada hal ternyata terdapat 2.9:40. meter
jalanan lingkungan tidak dikerjakan dan demi-
kian pula 2 buah Duiker tidek dibuat, yang ber-
arti bahwa nilai pekerjaan yang dilaksanakan
agalah sebesar Rp.24.127.000,-sedangkan yang .
ditentukan dalam surat perjanjian borongan de-
ngaﬁ nilai hasil pekerjaan adalah Rp 2£.350.
000,- berarti dalam hal ini terdapa;kerugian
Negara sebesar Rp.2.225.000,- ;

Untuk proyek pembinaan Transmigrasi Lokal/Re-
settlemen desa Bonde Kecamatan Pamboang, Ka-
bupaten Majene anggarannya sebanyak Rp.26.175.
000,- semuanya telah dicairkan oleh  terdakwa
dari pihak proyek pembinaan desa Propinsi Su-
lawesi Selatan dzlam 5 tahap angsuran, dan ang-
suran terakhii terdakwa telah terima sesuai de-
ngan berita acara pembayaran dan kwitansi pe-
nerimaan tanggal 12 Oktober 1S83, dimanz pada
hari itu juga hasil pekerjaan proyek diserah-
kan untuk kedua kalinya yang ditandainyz de-
ngan dibuatnya Berita Acara Penyerahan  kedua
tanggal 12 Oktober 1983, yang berarti pula bah-
wa proyek telah selesai 100 %, pada hal ternya-
ta masih terdapat 2.230 Jjalan lingkungan, be-
lum dibuat, dan rumah ibadah ternyata adalah

‘hasil rehabilitasi Rumah Ibadah tua yang sudah

ada sebelumnya, sehingga dengan demikian ter-
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dapat kerugian Negara, yaitu selisih antara jum-
1ah anggaran vang telah ditetapkan sesuai surat
perjanjian borongan pelierjaan dan terdakwa te-
1ah menerimanya, dengan nilai hasil pekerjaannya
rang dilaksanakan ad:slah Rp.26.175.000,- diku-
rangi Rp.18.573.600,- sama dengan Rp.7.601.021,~
Bahwa sectelah terdakwa mengetahui bahwa badan
Pemerilisa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per-
wakilan Sulavesl Selatan telah turun ke lokasi
kedua proyek tersebut untuk melakukan pengecek=-
an, baru terdakwa menambah volume pekerjaannya.
yaitu pada desa Kabiraan Eecamatan lMalunda yang
semula adalah Rp.3%0.000,- ditambah Rp.240.000,
sehingga dari Jjumlah tersebut telah men. gurangi
kerugian Negara menjadi Rp.1.633.000,- 3

cedang pada proyek di desa Bondr Lecamatan Pam-
boang, seteclah penyerahan kedua, terdakwa telah
menambhah volume pekerjaannya yang belum selesal
sebanyak Rp.400.000,- ditambah Rp.287.41%,- se-
hingga telah mengurangi Jjumlah kerugian Negara
menjadi Rp.6.913.576,- ,

Dahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya
baik vang terjadi pada proyek Pembinaan Trans-
migrasi Lokal di lokasi desa Kabiran Kecamatan
Malunda tahun anggaran 10711 /1982, maupun pada

1okasi desa bonde Kecamatan Pamboang Tahun ang-

paran 1002/19383 setelah dikurangi dengan nilai
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pekerjaan vang telah terdakwa tambahkan setelah
penyerahan ledua adalah Rp.1.6353%.000,- ditambah
fp.6.735.576,- sama dengan Rp.0.546,576,- ;

2. Bahwa terdakva telah mencairkan semua anggaran/ bi-
aya Proyel: pembinasn Transmigrasi Lokal baik yang
dilaksanalan di desa Labiran maupun di desa  Donde
dengan cara terdokwa membuat keterangan kemajuan
pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan
kenyatann vang ada di lapangan, dimana terdakwa me-
nanda tangani setiap keterangan pelkerjaan yang tidak
benar atau tidak sesuzi dengan lkenyataan yang ada
dilapangan, dimana terdakwa setiap keterangan kema-
Juan pekerjaan yang dibuatnys kemudian memintakan
tanda tangan pula lepada pelugas pengawas tekhnilk
proyek, kemudian dibuatkan berita acara Pekerjaan
dan dengaiv berita acara tersebut, terdakwa dapat
memintakan pembayaran termijn-termijnnya dari hasil
pekerjaannya, scakan-nkan pekerjaannya-selesai 100 7
pada hal masih ada yeng belum selesai,

IT. Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA. pada waktu den
tempat sebapgoimana di uraikan di atas, baik bertindak
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yvaitu
Drs. Muhammad Idi Daut dan HMuhammad Idrus Rachman, DB,
telah dengan sengajs sebagai Pegawai Negeri yang di-
wajiibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu

menjalankan jabatan umum, dengan palsu membuat atau
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memalsukan buku atau daftar yang cemata-mata umtuk peme-
riksaan administrasi, yaitu terdakwa sebagail Pegawai
Negeri dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I yang dipeker-
Jakan atau dipercayaknn oleh pemerintah Daerah-' . Tinghk=-
kat II yang dipekerjakan atau dipercayakan oleh pemerin=-
tah Daerah Tingkat II Majene, di dalam melaksanakan pem-
borongan pekerjaan proyek pembinaan Tranmigrasi lokal
sebagaimana yang disediakan yang dijelaskan di atas. se=-
hingga semua dana atau anggaran yang disediakan untuk
proyek tersebut telsh dicanirkan semuanya éeakan—akan pe-
kerjnan pekerjaan telah selesai 100 % pada hal masih ada
pekerjaan yang belum selesai. Gehingga menimbulkan ke-
rugian Negara sebesar Rp. 8.546,576,-, dengan  demikian
terdakwa Syamsuddin Paging, BA. beralasan untuk didakwa
dimuka lakim,

Dakwaan Penuntut Umum

KE S ATU.

Bahwa ia terdakwa Cyamsuddin Daging, DA, tempat dan tang-
gal lahir Majene, 28 Oktober 1942, jenis kelamin '~laki-
laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal kompleks pa-
sanggarahan Kampung Cilallang, kecamatan DBanggae, kabu =
paten Majene, agama islam, peker jaan Bimpinan Perusaha -
an Daerah Tingkat II Kabupaten Hajene ;
T i I 7 (e i L

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Pada hari dan
tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan . ;.lagi
dengan pasti tetapi dalam tehun 1981/1982 sampai dengan
tahun 1923, di desa Kabiroan kecamatan lMalunda dan di-
desa labiraan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, seti-
dak-tidaknya pada tempat:lain yang termasuk di dalam da-
erah hukum Pengadilan legeri Majene, baik bertindak sen-
diri maupun bersama-sama denagn_orang lain yaitu Drs.
Muhammad Tdi Daud dan liuhammad Idrus Rachman, ER, yang
perkaranya diajukan tersendiri, telah dengan melawan hu-
kum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekono -

mian Negara, yaitu den¥an cara sebagai berikut :
1. Dahwa terdakwa selaku nemborong atau kontraktor da-




ri Proyek Pembinasn Trancmigrasi Loknl/ Resettlemen
Desa di lLabupaten Fiajene tahun anggaran 1991 /1082
yang ditempatlan di desa l.abiran Kecomatan Malunda
dan pada tahun anggaran 1082 /19G5 ditempatkan di De-
sa Donde Kecamatan Pamboang, berdasarkan surat per-
janjian Borongan Pelerjaan masing-masing no. BM5,2 |
102¢ /Bandes tanggal 16 Desember 10871 dan lo.113.2

300 /Bandes tanggal 19 liopember 1082 antara terdakwa

selaku pemborong dengan Pimpinan Proyek Pembinaan

Transmigrasi Lokal Propinsi Sulawesi Selatan  yang

untuk proyek di desa l.abiran Kecamatan Malunda di-

tanda tangani oleh D'S. Djusran 5ibly dan untuk pro-

yek di desa Donde hLecamotan Pamboang di tanda tangani
oleh Drs. Abdul Rauf, yang masing-masing bertindak
untuk dan atas nama pemerintah dan Hegara Republik

Indonesia, terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan bo-

rongannya telah tidak melaksanakan sepenuhnya isi

surat perjanjian borongan tersebut yan{ mengakibatkan
kerugian Negara ~tau Perelkonomian lNepara karena :

a. Untuk Proyek Transmigrasi Lokal Resettlemen Desa
di desa Kabiran Kecamatan Finlunda sesuai perjan-
jian/bestek yang volumenya harus dikerjakan ada-
lah :

— Rumah tinggal TIpe %6 sebanyak 50 buah dengan
biaya atau anggaran tiap rimah sebesar Rp o
482 ,000,= sesesiussamepanasessss Rp.24,100.000,-

- Duiker sebanyak 2 buah anggaran-
nya ............................Rp.

- Jalanan 1ingkungan/selokan se-
panjang 3.000 meter a.lin.450,-
per meter..seeessssssscscsscses R

240,000, -

- 1 07501000 e

P2t -
PPN.2,9 %  Rp. 642 .250,-+
Rp.26.532.250,-
Dibulatkan menjadieeeess.e Rp.26.350.000,-
Jadi Jjumlah se luruhnya anggaran proyek  Trans-
migrasi Lokal /Resettlemen Desa di desa Kabiran
Kecamatan Malunda kabupaten hajene sebesar Rp.
26.350.,000,- sebagaimana yang tercantum dalam
surat perjanjian borongah No.h13.2/1928/ Bandes
tanggal 16 Desember 1051 tersebut di atas;
Tetapi dalam kenyataannya volume weng ¢ilaksana-
lkan adalah @
- 50 buah rumah tinggal type 36 dengan nilail
e S Rp .24 .100.000,-
- 60 meter jalan 1ingkungan/selo-
kan dengan nilai.eeecescececonssre Rp. 27.000,=-
- Duiker ¢ buah tidak dibuat,nilai Bpe — e

-}

Jadi nilai volume pekerjaan yang dilaksanakan
terdakva untuk proyek desa Karaan adalah.......
Rp.24.,172.,000,~. Hal in i sesuai dengan hasil
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pemeriksaan {isilk yvang dituangkan dalam acara

peneriksaan fisilk oleh Badan Pengawasan heuangan
dan Pembangunan (DPED') Perwakilan Propinsi GSula-
wesi Selatan nada tanggal 8 juli 1983 dilokasi

proyelk ;

Oleh linrena jumlah anggaran proyelk Pembi-
nasn Transmiprasi Lokal/Resettlemen desa tahun
anggaran 1901/19C7 di Desa l.abiran tersebut yaitu
cebosar hp.c.Hh,30 0,000,- senuanya telah diambil
atau dicairkan oleh terdakwa dari pihak Proyek
Pembinann Transmigrasi Lolal /Resettlemen desa Pro-
pinsi Sulawesi Gelatan dalam © tahap/angsuran dan
anrgaran ke V atau teralkhir telah diterima sesuail
dengan berita acara pembayaran tertanggal 14 leb-
rusri 1°0%, sehingga oada hari itu juga hasil pe-
kerjnan proyek telah diserahkan oleh terdakwa ke-
pada pemilik proyek yaitu Direktorat pembangunan
desa iropinsi Sulawes  Selatan yanf dituangkan da-
lam berita acara venyerahan kedua tanggal 14 leb-
ruari 1073, prnyerahan mana menggambarkan bahwa
proyek telah selesai 100 %, pada hal termyata ter-
dapat 7.2:0 meter jalanan lingkungan tidak diker-
jakan dan demikian pula 7 buah Duiker tidak dibu-
at, yang berarti bahwa nilai pelerjaan yang dilak-
sanakan adalah sebesar Kp.24.127.,000,-sebagaimaha
yan g telah diperinci di atas, sehingga dengan
terdapat kerugian Negara pada saat itu, yaitu se-
1isih antara jumlah anggaran yang telah ditentu-
ran dalam surat perjanjian borongan dengan nilai
hasil pekerjaan yang dilaksanakan adalah Rp.26.
%50,000,- dikurangi Rp.20.127.000,- sama dengan
Rp.2.723.000,~ 3

Untuk Froyek pembinaan Transmigrasi Lokal/ Re-
settlemen desa Bonde Liecamatan Pamboang,Kabupaten
Majene sesuai perjanji9nfbestek yang volumenya ha-
rus dilerjakan adalah :
- L0 buanh rumah tinggal dengan anggaran tiap ru-
moh sebesar Rp..25,000,- ~Rp .19.200.000,-
- Rumah Ibhadah 1 buah dengan
-ansgnran........................Hp. 1.850.000,-
- Jalan lingkunsan sepanjang
3000 meler dengan biaya tiap meter
sehesar iin.1.013,20 = Rp. 3.032.600,-
- Duiker ~ buah a kp.242.7C00 Rp. 485.400,-
— Sumur umun 4 buah a Rp.200.000 Rp. 800,000,-
- Desain kontruksi /10 buah rumah Rp. 200,000, -.
Jumlah anggaran seluruhnya Hp.?G.“(B.GUﬁ,-
Tetapi dalam kenyataan volume yang dilaksanakan
adalah :
- Rumah tinggal 40 buah yang dikerjakan oleh Ke-

1




p ala Desa Donde dengan biaya tiap rumah Rp.400.
000,~ —=— = Bn,4-6.060.000,-

- Jalan lingkungan seranjang 70
meter dengan biaya tiap meter
RPe1:013,20000teenccnansse o

- Duiker 7 buah a Rp.2:2.700,-

- Sumur - buah hanya direhabili-
tasi dari sumur tua yang ada
dengan biaya....... 5§ SLa WM 0% wie e

- Rumah Ibadnsh tidak dibuat se -
suai bestelk mclainkan mereha -
bilitasi Rumah Ibadah tua yang
sudah ada sebelumnya esseessss = BDe 1.657.585,-

Jumlabsess.s o » ees RPeTB3/2.909,=
Bahwa oleh lkarena anggaran Proyek Pembinaan
Transmiprasi Lokal/Resettl emen Desa P ada Desa Bon-
de tersebut sebesar Rp.26.17%.000,- semuanya telah di-
cﬁrMm:ﬁmjuﬂﬁ1mxm&mathtmﬂMWadmﬁ pihak
Proyek Pembinann/Resettlemen Desa Propinsi Sulawesi
Selatan dalam 5 tahap angsuran, dan angsuran ke V atau
terakhir telah terdakwa terima sesua2i dengan Berita
r.cara 'embayaran dan kwitansi penerimaan tanggal 12
Oktober 1903, dimana pada hari itu juga hasil peker-
jaan proyek diserahkan untulk kedua kalinya yang di-
tandai dengan dibuatnya Berita Acara Penyerahan kedua
tanggal 12 Oktober 1263, yang berarti pula bahwa Pro-

Rp. 70.924 ,~
Ro.  485.400,-

Rp. 3{"‘00000’-

il

1

-yek telah selesai 100 %, pada hal ternyata masih ter-

dapat 2.930 meter jalanan lingkungan yang belum di-
kerjakan, 2 buah sumur belum dibuat, dan Rumah Ibadah
ternyata adalah hasil rehabilitasi dari Rumah Ibadah
tu a yang sudah ada sebelumnya, sehingga dengan demi-
¢ian terdapat kerugian Negara, yaitu selisih antara
jumlah anggaran yang telah ditetapkan sesuai surat
perjanjian horongan pekerjaan dan terdakwa telah me-
nerimenya, dengan nilai hasil pekerjaannya yang  di-
laksanalan, adalah Rp.2(.175.000,- dikurangi Rp.18.
573.900,- sama dengan Rp.7.601.091,- 5

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian Negara
dari kedua lokasi proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/
Resetlemen Desa di Desa Kabiraan Lecamatan Malunda
tahun anggaran 1901/1902 den di Desa Donde Kecamatan
Pamboang tahun anggaran 1902/1983 adalah Rp.2.223.000,
ditambah Rp.7.001.091,- sama dengan Rp.9.824,091,- ;

Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa DBadan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Sulawesi Sclatan telah turun kelokasi kedua Proyek
tersebut untuk melakukan pengecekan, dan mendapati ma-
sih ada kekurangan hasil pekerjaannya, maka terdakwa
menambah volume pekerjaannya baik baik di Desa Kabi-
raan maupun di Desa Bonde, yaitu di Desa Kabiraan ter-
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dakwa telah menamb ah dilerjakannya jalan lingkungan
sepanjang 1.500 meter yang dikerjakan oleh Kepala De-
sa Kabiraan bersama ralkyat pada bulan Maret 1954 dan
bulan Desember 1084 tetapi terdakwa hanya memberil:an
biaya sebesar Rp.350.000,- kemudian 2 buah Duiker Jju-
ga telah dikerjakan pada bulan Desember 1984 dengan
biava sesuai anggaran yaitu sebesar Rp.240,000,- ;
Denga demiliian nilai kekurangan pekerjaan yang  ter-
dakwa telah tambahlken nada loliasi proyek Desa Kabiraan
adal ah Rp.350.000,- ditambah Rp.240,000,- sama dengan
Rp,.590.000,= sehingga dari jumlah tersebut’ telah me-
ngurangi kerugian legera yang tadinya Rp.2.223.000,-
dikurangi Ep590.000,- sama dengan Rp.1.633,000,- un-
tuk proyek dilokasi Desa Kabiraan liecamatan llalunda j;
Sedang proyek diloltasi Desa DBonde hecamatan Pamboang,
setelah penyerahan ledua, tersckwa telah menambah Vo-
lame pekerjaannya yang belum selesai, yaitu dengan
dibuatnya 7 buah sumur lagi dengan biaya Rp.400.000,-
dan tambahan pekerjaan pada Rehabilitasi Rumah Ibadah
berupa pemasangan lantai tegel PC.42 meter persegi,
pasangan lapisan dinding dengan Triplek serta penge-
catannya yang ditaksir sebesar Rp.287.415,- biayanya,
dan dengan demikian nilai pekerjaan yang terdakwa lak-
sanakan dari kekurangan pekerjaannya dalah Rp.400.000,
ditambah Rp.287.015,- sama dengan Rp.687.415,- se-
hingga telah mengurangi kerugian llegara yang semula
Rp.7.601.07,- dikurangi Rp.637.415,- sama dengan Rp.
6-913'576,_ ;

Bahwa lerugian Negara seluruhnya: baik yang ter-
jadi pada proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal di lo-
kasi Desa Kabiran kKecamatan Malunda  tahun  anggaran
1081/1982, maupun pada lokasi Desa Bonde lecamatan
Pamboang tahun angparan 19872/1983, setelah dikurangi
denpgan nilai pekerjaan yang terdakwa telah tambahkan
setelah penverahan kedua adalah Rp.1.633.000,- ditam-
bah Rp.6.913.576,- sama dengan Rp.8.546.576,- ;

2. Bahwa terdakwa telah mengairkan semua anggaran /biaya
proyek pembinaan Transmigrasi Lokal baik yang dilak-
sanakan di Desa Kabiran maupun yang dilaksanakan di
Desa Bonde dengan cara terdalkwa membuat leterangan

. kemajuan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai
dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana terdakwa
menanda tangani setiap keterangan kemajuan pekerjaan
yang dibuatnya kemudian memintakan tanda tangan pula
kepada netugas pengawas tekhnik proyek, dan dengan
berdasarkan keterangan liemajuan pekerjaan tersebut ke-
mudian dibuatkan Berita Acara hemajuan Pekerjaan dan
dengan berita acara tersebut, terdakwa dapat meminta-
kan pembayaran termijn-termijnnya dari hasil pekerja-
annva, sehingga semua termijn habis diambil seakan=-
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akan pelerjaanya selesai 100 s, pada hal mash ada
yang belum selesai, sehingga menimbulkan kerugian
legara sejumlah tersebut di atas, uvang mana terda-
l'wa telah perpunnkannya sendiri atau bersama orang
lain untuk “epeniingammya sendiri

Perbusrtan terdakwa tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a yo pasal 28 undang-
undang lo.3 tahun 1771

SUBSIDAIR

Dahwa ia terdakwa Syamsuddin Bagin, BA. pada waktu dan

tempat seperti diuraikan dalam dakwaan pertama Primair,
baik bertindak scndiri maupun bersama-sama dengan orang
lain yaitu Drs, Muhammad Idi Daud dan Fuhammad Idrus

Rachman, BU. yang perkaranya akan diajukan tersendiri,

telah dengan menguingkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesem-

patan atau sara yang ada padanya karena Jabatan atau

kedudukan yang secara langsung atau tidak lansung da-

pat merugikan Keuangan Nepara atau Perekonomian Negara,
yaitu terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan Daerah Ting-

kat II Kabupaten Majene dalam melakukan pemborongan

pekerjaan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal di Desa

Kabiran kecamatan Malunda dan di Desa Bonde kecamatan

Pamboang, telah menyalah gunakan kewenangan yang  di-

percayakan padanya dengan melakukan perbuatan- perbua-

tan dan dengan cara yang telah diuraikan dalam dakwaan

pertama primair di atas, sehingga menimbulkan kerugian

Keuangan legara sebesar Rp.8.546.576,- sebagaimana di-

uraikan dalam dakwaan pertama primair ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b_yo pasal 25 undang-
undang Ilo 3 tahun 1971 ;

LIl DUA

Bahwa ia terdalkwa Syemsuddin Bagin, BA. pada waktu dan
tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama
Irimair tersebut di atas, baik bertindak sendiri mau-
pun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad
Idi Daud dan Muhammad Idrus Rahchman, Bli. yang perka-
ranya akan diajukan tersendiri, telah dengan sengaja
sebagai Pegawai Negeri vyeng diwajibkan untuk seterus-
nya atau untuk sementara walktu menjalankan Jjabatan
umum, dengan palsu membuet atau memalsukan buku atau
daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi
yaitu terdakwa sebagai Pegawai llegeri dengan  pangkat
Penata luda Tingkat I yang dipekerjakan atau diperca-
vakan oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Majene, di-
dzlam melaksanakan pemborongan pekerjaan Proyek Pembi-
naan Transmigraci Lokal/Rescttlemen Br_*sa, di Desa Kabi-
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raan Kecamatan Halunda tahum anggaran 1981 /1982 di-

Desa Ponde Kecamnatan Pamboang tahun anggaran 1982/

1983, telah memalsukan surat keterangan kemajuan pe-
kerjaan, yang tordakwa tanda tangani bersama - sama

dengan petugas Proyek Pengawas Tehnik,dan dengan su-
rat keterangan bemajuan Pekerjaan tersebut oleh pe-

ngawas lapangan membuat Perita acema kemajuan pe-

kerjaan yang terdiri dari daftar-daftar# ‘ikegiaatan

dalam proyek tersebut, yaitu surat-surat atau daf-

tar-daftar yang harus dilampirkan pada setiap me-

majukan permintaan termi jn-termijn untuk remenerima

uang hasil pekerjnan borongannya, hingga semua ang-=

garan atau dana yang disediakan untuk proyek ter-

sebut telsh dicairkan semuanya seakan-akan telah

celesai 100 %, pada hal masih ada pekerjaan yang

belum diselesaikan , sebagaimana yang telah diurai-

kan dalam dakwaan pertama primair tersebut di atas

sehingrga menimbulkan kerugian keuangan Negera se-

besar Rp. 546.576, .3

Perbuatan terdakva tersebut diatur dan diancan) pi-
dana dalam pasal 416 KUHP, yo pasal 1 ayat (1)’ sub
¢ yo p=sal 78 undang-undang MNo.3 tahun 19713

Tuntutan Penuntut Umum

1.

Menyatakan terdakwa Syamsuddin Baging, BA, "¢ Bekshlah
telah melakuksn kejahatan " Tindak Pidana Keérupsi " me-
langgar pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 26 Undang- un-
dang No.3 tahun 1971, dnlam dakwaan pertama ssubsddair
dan pasal 416 KUHP yo pasal 1 avat (1) sub c yo pasal
28 undang-undang NO.,3 tahun 1971, dalam dakwaan keduaj
Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OSyamsud-
din Baging, BA. selama tipa (3) tehun, dan pidana
denda sebesar Rp. 1.000,000,. (satu juta rupiah). sub-
sidair enam (6) bulan kurungan, dan membayar wWTi Uang

pengganti sebesar Rp. %.000,000,- (tiga juta rupiah)
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3. Menyatakan barang bukti berupz surat-surat yang ter-
diri dari 4 (empat) jilid tetap bersama dengan ber-
kas perkara kecuali dibutuhkan sebagai barang tbukti

dalam perkara lain ;
I, FMenetzpkan supaya terdakwa membayar biaya =vRerkara
sebesar Rp., 7.500,- ( tujuh ribu rupiah );
Pertimbangan Hukum Pengadilan MNegeri

Bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan melaku-
perbuatan sebagaimana yang didakwakan alehd jaksa pe-
nuntut umum, maka fakim mengemukakan beberapa pertimba-
ngan

lenimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum di-
susun dalam bentukkumulatif, karenanya Majelis Hakim
pertama=-tema akan membuktiksn tentang dakwaan  pertama
primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka
dakwaan pertama subsidair tidak akan dipertimbangksn la-
£i ddn Majelis hakim skan mempertimbangkan tentang dak-
waan kedua 3

Fenimbang, bahwa dari dakwaan pertama »r primair
terdakwa didakwa melanggar pssal 1 ayat 1 sub a yo pa-
sal 28 Undang-undang Mo,3 tahun 1271 yang unsur- unsur-
nya perlu mendspatkan pembahasan antara lain :

1. Melawan hukum ;

2. Memperkaya diri sehdiri atau orang lain suatu

badan

5. Secara langsung atau tidak langsung merugikan

keuangan Nepgara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur melawan hu-
kum sebagaimnna bahwa tcrdakwa melaporkan kemajuan pe-
kerjaan yang dibuat dan ditanda tangeni telah melapor -
kan selesainya pekerjaan 100 % sehingga dengan laporans
nya tentang kemajuan pekerjaan yang dibuatnya tersebut
ia terdakwa telah menerima pembayaran atau angsuran 1V
yang kemudian disusul dengan pembayaran angsuran V, se-
dang sesungguhnya in terdakwa belum melaksanakan 5 pe-r
kerjaannya untuk boronga dimnksud secara penuh ..  karena
ternyata pada proyek Translok Resettlement Desa Kabiraan
joln yang ada baru sepanjong 760 meter, 2 (dua) duiker
belum dibuat, demikian nula pekerjnan borongan pada
proyek ini dilzporkan selesai 100 ¥ sebagaimana yang
dilaporkan, karena ternyata panjang jalan belum mencapai
3.000 meter seperti vang diperjanjikhn karena pada saat
penyerahan jalan desa ynng ada baru sepanjang 2766,50 me=
ter ddri yang seharusnya 3.000 meter 3

Menimhbngy . bahwa 'lerdakwa dengan menerima pmghuran




angsuran 1V dan apgsuran V pada kedua proyek yang ditangas -
ninya tersebut dengan tidak terlebih dahulu melakukan pe-
kerjaan menurut bobot/volume pekerjasn yang diprjanjikan,
Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa {ersebut adn-
1ah melawan hulum, sehinggs dengan demikian unsur melawan
hukum ini terpenuhi ;

lenimbang, bahwa tentang unsur memperkaya diri sen-
diri atau orang lain atau badan' vang dimaksud memperkaya
diri disini adalah membuat orang kaya dengan tidak melihat
apakah orang tersebut sudah kaya atau belum kaya, dan ke=-
kayaan itu dapat dilihat dengan adanya pertambahan/ledakan
lrekayann yang tidak bherimbang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Ha-
jelis hakim tidak melihat adanya pertambahan nilai/ledalkan
kekayaan dari terdakwa yang tidak berimbang, Juga tidak
terbukti adanya orang lain atau badan vang lremudian menda-
pat pertambahan/ledakan -ekayasn sebagai altibat dari per-
buatan terdakwa dalam me laksanalan borongan ini, sehingga
Majelis berpendopat bahws unsur kedua ini tidak terpenuhi,
karenanya terhadap dakwaan pertama primair ini terdakwa ha-
rus dinyatakan dibebaslkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama subsidair lerdakwa
m-langgar pasal 1 ayat 1 sub b Undang-undang No.> tahun
1071 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1, dengan tujuan menguntunglkan diri sendiri atau orang
’ lain atau suatu badan.
2. menyalah gunakan kewenangan, lkesempatan, atau sa-
rana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
%, yang secara langsung atau tidek langsung dapat me-
rucikan lkeuangan Negara atau perekonomian Uegara ;

Yenimbang, bahwa terhadap unsur point pertama " de-
ngan menguntulkan diri sendiri ctau orang lain atau suatu
badan" 3

llenimbang, bahwa s bhagaimana ternyata dalam uraian
tertang fakta di atas, dimana terdakwa didalam melaksana -
kan pekerjaan borongan ini telah menyerahlian borongan ke-
pada pemilik proyel (pimpro) dengzan melaporkan bahwa peker-
Jaan horongan tersebut telah selesai 100 7 meskipun pada
nyatanya volume pekerjaan dimaksud belum selesal 100 ¢y di-
mana pada. proyclk Horellement Desa Kabiraan pada waktu di-
lanorkan seclesal, ternyota peckerjaan jolan baru 760 meter
dan dua duiler belum dibuat, sedang pada proyek resetlement
desa Bonde sebeopaimsna telah dipertimhangkan di atas vpada
waktu proyek ini diserahkan iernyata pekerjaan borongan be-
lum selesai 100 . karena panjang jalan yang ada baru 2766,
50 meter yang seharusnya %.000 meter, hushalla yang dibuat
hanya rehabilitasi, sumur yang dibuat baru 2 buah, dan su-
mur dengan pekerjaan rehab ¢ buah ;

l.enimbang, bahwa dengan penyerahan tersebut ia ter-
dakwa lalu mendspal pembayaran angsuran IV dan selanjutnya
satu bulan kemudian mendavat lagi pembayaran angsuran v
(terakhir) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dengan me-
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nerima pembayaran penuh tersebut dengan tidak memenuhi pres-
tasinya sebagaimana yang disebutlkan dalam kontrak, disini
ternyata bahwza terdalwa telah menguntunglian diri sendira
atau perusahaan yang dipimpinya, sehingga dengan demikian ,
unsur poin pertnme telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa tentang wnmsur poin kedua " menyalah
gunakan wewenan{ ,kesempatan atau sarana yang ada padanya ka-
nena Jjabatan atau kedudukan" ;

Menimbang bahwa terdalwa sebagai pimpinan peruszhaan
Daerah Tingkat II Majjene berdasarkan uraian pada pertimba-
ngan fakta tersebut di atas, ternyata telah terbukti mela-
kukan tindakan-tindakan berupa membuat’ laporan yang  tidak
sesual denga kenyataan yang ada seperti :

- untuk melaksanan borongan pekerjaan proyek translok/
resetlemen Kabiran, ia terdakwa telah membuat laporan kema-
Juan pekerjaan bertanggal 15 Januari 1983 yang menyatakan
pekerjaan borongannya telah selesai 100 %, karena ternyata
seperti diuraikan di atas, jalan ada baru 760 meter dan 2
duiker belum dibuat ;

- untuk pekerjaan boronzan di proyecl resetlemen Desa Bon-
de, pada waktu proyek ini diserahkan pekerjaan belum 100 )
selesai, karena jalan desa yang ada sepanjang 2766,50 meter
itu dan sumur batu yang dilerjakan 2 buah, sedang 2  sumur
lainnya tanya merupalan sunur tva yang direhab, Flusallah
dikerjakan dengan direhabilitasi Fushallah yang sudah ada
rumah 40 buah dikerJjakan dengan cara sebagian menyerahkan
pelaksanaan pembangunan rumah tersebut kenada tukang  yang
ditunjuk atas biaya pelaksanaan Perusda, dan cara kedua de-
ngan menyerahkan pada calon penghuni rumah itu untuk melak-
sanakan pembangunan rumah tersebut dengan pembiaya=zn  dari
Perusda Tingkat II kajene sebesar Rp.400.000,- sehingga ter-
dapat kekurzngan uang [n.9%.000,- yang oleh terdakwa diper-
hitungkan sebagai keuntungan perusahaan ;

Menimbang, bahwa dergan demiliian unsur poin kedua ini
telah terpenuhi ;

Menimbang, hahwa tentdng unsur point ketiga " secara
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan llega-
ra atau Perekonomian legara'" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas
bahwa sebagai akibat deri perbuatan-perbuatan terdakwa baik
pada pekerjaan nroyek resetlement Desa Bonde maupun pada pe-
kerjaan proyel resetlemen Desa Kabiraan, telah terbulti Ne-
gara mengalami kerugian sebagai berikut :

- untuk pekerjaan proyek di desa [Londe sebesar Kp. 4.269.
121,- (empalt Jjuta dua ratus enem puluh sembilan ribu sera-
tus dua puluh s~tu rupiah) ; '

- untuk pekerjaan proyel: di desa labiraan sebesar Rph62.
600,- (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratud ru-
piah) ;

sehingga jumlah total kerugian legara untull kedua proyek ini
adalah sebesar Rpn.4.731.521,- (empat juta Tuju ratus  tiga
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puluh satu ribu limo ratus dua puluh satu rupiah), jumlah
mana lebih sediliit dari yang didakwakan dari Jakwa dan Lke-
rugian mana adalah disebablan karena terdakwa telah mene-
rima pembavaran penuh untuls pelkerjaan borongannya sedang
pada lenyataannya volume pekerjamm borongan terdakwa pada
kedua proyek tersebut belum diseleszikan 1007 :

Fenimbang, hahwai dari uraian nertimbangzn di atas
Ilajelis Iakim berpendsmat bhahwa unsur point ketiga ini te=-
lah terpenuhi puls ;

menimbang, bahwa korena unsur yang dinyatakan dalam
dakwaan kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi semuanya
malza dengan deniliinn terdalwn harus dinyatakan bersalah te-
lah melakulzan verbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan kesatu subsidnir ;

Menimbang, bahw2 terhadap dalwaan kedua pasal 416
KUHP. vo pasal 1 ayvat 1 sub c, pasal 2° Undang-undang NO.3
tahun 1971, yang mengandung unsur sebagai berikut :

t. Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajiblkan untulk
sementara walktu menjalankan jabatan umum 3
sengaja ;
dengan palsu atau memalsu buku atau daftar yang se-
mata-mata untuk pemerilsaan tata usaha/administrasi;
Menimbang, bahwa tentang wnsur point pertama "Pepga-
vai Negeri atau orang lain yeng diwajiblian sementara walctu
men jalankan jabatan rmun ;

menimbang, bahwa tentang unsur ini adalah mengandung
altelnatif yaitu Pegowei Negeri atau orang lain, bahwa dari
bukti-bul'ti dan kengataan-kenyataan dipersidangan ternyata
terdakwa adalah senrang Pepawai Yepgeri dengan Pangkat Pena-
ta Fuda Tingksat I yang telah diberi Lkepercayaan Pemerintah
Dacrah Tincket 11 lajene devsan kedudul:an atau Jabatan Di-
relitur, bahwa dalom kedudukennya tersebut ia terdakwa ada-
lah sebagair terawai begeri telah menanda tangani kontral:
atau perjanjian horongan pekerjaan proyek translok reset-
lement untuk Desa Rabiraan dan desa Donde ;

Fenimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai
Direktur Perusd» Tinglkat IT lMajene, ia telah menerima uang
dari perusda, sedang FPerusda Tingkat II Fajene sebagai ba-
dan hukum permodalannya menurut feputusan Bupati Kepala Da-
ereh Tingkat II Majene Ilo.C4lL /Kpts/D/XI1/7# dalam pasal 4
ayat 2 disebutkan bahwa sumber permodalan tersebut adalah
sebagian dari kekoyaan daerah yang dipidhkan, dan dari ke-
tentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Deerah Tingkat IT liajene
No.4/PD/1978 tentang pendirian perusahaan daerah Serba Usa-
ha, ditentukan bahwa gaji dan penghasilan: lain anggota Di-
reksi ditetapkan oleh “epala Daerah dengan mengingat keten-
tuan dalam peraturan pokok kepepawaian perusahaan daerah :

Flenimbang, bahwa dengan demilkian lajelis berpendana$
bahwa terdawa selaku direktur Perusda Tingkat II lia jene
tidak dapat dipisahkan dengan kwalitas pribadinya sebagai
Pegawai Negeri :

W
-




lenimbang, bahwa berdasarlan ursian pertimbangan di
tas liajelis hermendanat bshwa unsur pertama ini telah ter-
ul
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Fenimbang, bahwva unsur lredua "dengan sengaja" oleh
Fajelis bernendapal Lahwa laporan kemajuan pe kerjaan yvang
dibuat oleh terdalkwn bailk pada provek resetlement di desa
Donde Faupun pada nroyel: resetlement di Lesa Labiraan, oleh
terdakwa telah dibusatl dengan penuh kesadaran dan pengerti-
an behwa apa yang dilaporkan dan atau dibuatnya dalam la-
poran kemajuan pelierjaan yang ditanda tamganinya tersebut
adalah sesungguinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada
atau palsu ;

henimbang, bahwa pendapat liajelis tersebut sesuai
dengan bukti-buliti pekerjaan borongan proyek resetlement
desa Bonde dan besa iabiraan ;

lienimbang, bahwa pembuatan lavoran yang tidak sesu-
ai dengan kenyataan tersebut adalnh dimaksudl:an untuk mem-
peroleh langsung atas fisik provel:, letapi data dimaksud
diperoleh berdasarkan laporan d=ri terdakwa yang mana la-
poran-=lanoran tersecbut tidak sesual dengan kenyataan yang
arfla ) "

Henimbang, hahwa pembuntan laporan yang tidak sesuai
dengan kenyntaan tersebut adalah dimzksud untuk memperoleh
pembayaran =tau pencairan uang nada setiap termind ;

Henimbang, bahwa ketidak benaran laporan-laporan
tersebut baru ‘erungliap setelah DPIP melakukan pemeriksaan
dilokasi pada ledua nrovel dimaksud dimans ditemukan ada -
nya penyimpangan-nenyimpangan ;

lNenimbang, hahwa dari uraian di atas liajelis bernen-
dapat bshwa unsur sengaja telah terpenuhi ;

lienimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dengan nalsu
atau memalsu ; :

Fenimbang, bahwa sebapgaimana telah dipertimbanglian
dalam pertimbangan wmcur sengaja, dinana telah dibuktikan
bahwa semua laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan di-
tandatangani oleh terdakwa, baik mengenai laporan tentang
Jenis pekerjaan prosentase bobotl, prosentase kemajuan pe-
kerjaan, yang terdiri dari prosentase kdmulatif dan prosen-
tase tertimbang deri semua jenis pelierjaan yang dilaksana-
kan pada kedua proyek, bail di desa Bonde maupun di Desa
Kabiraan yang dibunt pada setiap akan mencairkan uang ter-
ming terbukti tidal: bersesuaian dengan kenyataan sebagai -
maha terurai secara lengkap dalam bahagian pertimbangan
fakta tersebut di atas ;

HMenimbang, hahwa berdasarkan pertimbangan di atas
unsur ketipga ini telah terbukti pula ;

enimbang, bahwa denpan demikian terdakwa harus di-
nyatakan bersalah telah melal-ukan perbuatan sebagaimana
yang didakwakan dalam dakwaan liedua ;

‘ Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti me-
lakukan verbuatan yang didakwalan pada dakwaan pertama sub-
sidair dan dakwaan kedua, makas ia harus dijatuhi pidana dan
Juga dijatuhi untuk membayar ongkos perkara Rp.7.500,- :
Fenimbans, bahwa tentang berat ringannya hukuman




yang akan dijatuhkan nada lerdakwa sebagai konsekwensi da-
ri perbuatannya,:dijisamping dilihat dari jumlah uang _ yang
didapatnya tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang di-
hasilkan oleh pekerjaan yang ltelah selesai j

lenimbang, bahwa terjadinya perbuatan terdakwa ter-
sebut juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak atau sukar
dielakan misalnya : Pada Proyek Londe Jjustru Pengawas se-
kaligus melakulan nengelola proyek sementara terdakwa di-
rawat di Rumah Sakit di ujung Pandeng, juga diakibatkan le-
mahnya sistem pengawasan, baik di babupaten maupun oleh
Pimpro sendiri, walaupun adanya semua ini terdakwa tetap
dapat diprtanggungjawabkan atgs perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa oleh liarena tentang ganjaran atas
perbuntan terdakwa akan disebutkan pada diktum putusan ini
adalah cukun wajar ;

FMenimhang, bzhwa tentang alat bultti tetap terlampir
dalam berkas, Vecuali dibutuhlkan dalam perkara lain ;

lenimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di
persidangan meumun berdasarkan pada hasil pemeriksaan . se-
tempat dikedua lokasi proyek tersebut ternyata terdakwa te-
lah melakukan penambahan volume pekerjaannya untuk memenihi
kewajibannya ;

Menimbang. bahwa nenambahan volume pekerjaan oleh
terdakwa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan , karena
dilakukan setelah penyerahan *tau setelah diadakan pemeriks
saan oleh BFKP, ;

Menimbang, behwa setelah meneliti bukti yang diaju-
kan dibersidangan dengan menghubungkan hasil  pemeriksaan
dikempat, diperoleh data-data sebagai berikut :

A. Untuk proyel: Desa Kabiraan
1. Panjang Jjalan yang ada pada waktu diadakan pemerik-
- . “saan ditempat, ditemulran panjang jalan diiokasi pro-
_yek-tersebut 3250 meter, sedangkan panjang Jjalan yang
ada pada waktu penyerahan pekerjaan 760 meter, se-
hingga dengan demikian penambahan jalan okleh  ter-
dalwa di proyek Kabiraan adalah: Rp.3250- 760 meter=
2400 meter, yang lkalau dinilai dengan rupiah  meng-
hubungkan RAD. maka biaya yang dikeluarkan untuk pe-
nambahan jalan = 2490 x Rp.450,- = Rp.1.120.500,-

(satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

2. Pemasaran ? duiker a Rp.120,000,- = Rp.240.000,-(dua
ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga nilai penam-
bahan kerja untuk proyek di desa labiraan ini ada-
lah sebesar Bp.1.120.600,-# Ep.240.000,- = Rp.1.360.
000,- (satu juta tiga ratus evam puluh ribu lima ra-
tus rupiah) ;

B. Untuk Provek Resetlement di Desa Bonde :

1. Jalan. ditemukan sepanjang 3053,30 meter, sedang pan-
jang jalan yang ada pada waktu penyerahan 2766,50
meter, dengan demikian penambahan jalan di Desa Bon-
de 3058,30 meter - 2766,50 meter = 291,80 meter, atau
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senilai 201,80 x Rp.1.013,20,- = Rp.205.643,76 ;

2. Sumur 4 baru dan 2 rehabilitasi, sedang pada waktu
penyerhan sumur:yang ada / buah, terdiri dari: 2 su-
mur baru dan 2 sumwr rehab, sehingga denga demikian
terdakwa telah menambah 2 sunur baru dengan nilai 2
Rp.200.000,- = 400.000,- ;

3 Pgmasangan tegel Fushallah berupa tegel PC.seluas 42
mZ pemasangan lapisan dinding dengan tripleks serta
pengecetannya dengan biaya seluruhnya Rp.287.415,-
sehingga nilai penamhahan volume kerja untuk proyek
desa Bonde ber jumlah Rp.295.651,76 + Rp.400.000 + Rp.
287.415,- = Rp.983,066,76 : Jadi nilai tambahan se-
luruhnya untul: 2 borongan pekerjaan adalah Rp.983,
066,76 + Rp.1.360,500 = Rp.2.343,566,76,- (dua juta
tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam pu-

" .. luh enam rupiah tujuh puluh enam sen) ;

, Menimbang, bahwa dengan penambahan volume pelierjaan
oleh terdakwa pada kedua proyek tersebut maka kerugian Ne-
gara menjadi berkurang sebesar Rn.4.242.711,- = Rp.2.343,
566,76 = Rp.1.899,20L,2L,~ (satu juta delapan ratus sembi-
lan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah dua puluh
empat sen) ;

Menimbang, bahwa sebelum lajelis sampai pada diktum
putusannya, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan pida -
nanya ;

Hal yang memberatkan :

1. fifat dari perbuatan/delik korupsi yamg pada saat ini
digalgkkan pemberantasannya dalam rangka pengamanan
pembangunan ;

2. Proyek yang ditanganinya tersebut adalah proyek lke-
manusiaan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Belum pernah dihukum, dan usia masih muda sehingga
masih dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya pada
masa-masa mendatang ;

2. Sudah lama mengabdi kepada lNegara sebagai Pegawai Ne-

eri ; _

5. Hasil pekerjaannya telah dinikmati dengan baik oleh
masyarakat, hal mana terbukti adanya surat pernyata-
an puas dari masyarakat Bonde ;

4. Menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi tanggung -
Jjawabnya dengan menambah volume pekerjaan setelah pe-
kerjaannya tersebut diserahkan ;

5. Menunjukkan nenyesalan yvang dalam ;

6. Pengelolaan di Bonde tidak langsung oleh terdakwa ka-
rena dalam keadaan sakit di Ujung Pandang ;

. Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidananya Majelis
telah mengadakan rapat permusyawaratan secara tertutup pada
hari : Selasa, tanggal 16 Desember 1966 ;

' - HMéngingat vasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hu-
kum yang bersanglkutan ;
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Amar Putusan

- Menyatakan terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Telah tidak
terbukti melakukan perbustan yang diatur dalam pasal
1 ayat 1 sub a Undang-undang No 3 tahun 1971 pada dak-
waan pertama primair ;

S10keh-karenyaya membebaskan terdakwa dari dakwaan ter—
sebut.

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah cerbarbukti
bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi yang: ' di-
dakwakan padanya yaitu dalam dakwaan pertama subsidair
yakni nasal 1 ayat 1 sub b Undang-undang No.,3 (. "bahun
1971 dan dalam dakwaan Kedua yzitu pasal 416 KUHP, vyo
pasal 1 ayat 1 ¢ Undang-undang No.3 tahun 1971 3

- Mempidana oleh karenanya dengan pidanavenjara selama 7

tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.Dp0Q, -
dua ratus lima puluh ribu rupiah ) subsidair 1 (satu))
bual kurungan ;

- Menghukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7,500
(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Menetapkan alat-alat bukti tebap terlampir, kecuali di-
butuhkan dalam perkara lain 3

Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari pertimbangan dan —amar
putusan Pengadilan Negeri lMajene, moka penulis  terlebih
dahulu mengomentari surat dakwaan
1. Komentar Terhadap Surat Dakwaan

Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwakan pada . tepr-
dakwa bahwa terdakwa Syamsuddin Baging, BA. berdasarkan
surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama subsi-
dair dan dakwaan kedua telah sah dan meyakinkan bersalah
melakuan ke jshatan " Tindak pidana korupsi " me langgar
pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 Undang-unéang NO 3 Ta-
um 1971, dan pasal 416 KUHP, yo pasal 1 gyat (1) sub ¢

/o0 pasal 28 undang-undang No 3 tahun 1971 karena itu me -

nidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan

lan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupi-
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ah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang
pengganti sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Dalam
hal ini setelah penuntut umum mengajukan szlat-alat bukti
berupa surat-surat dan keterangan terdakwa sendiri di-
depan majelis hakim bahwa terdakwa dengan tujuan mengun -
tungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,

Mengenai unsur secara langsung atau tidak langgeng
dapat'méfdgiknn—keuangan negara atau perekonomian :negara,
berdasarkan pertimbangan diatas hal inipun tidak bisé di-
buktikan sekalipun pada waktu penyerahan hasil pekerjaan
dinyatakan selesai, namm setelah ads pemeriksaan .. baru
diselesaikan oleh terdakwa dan uang yang diterima terdak-
wapun tidak melebihi anggaran untuk proyek tersebut,

Dalam perkara ini tentang penerapan hukum sudah je-
las dari perkara terdakwa Nesara telah dirugikah, kepgn -
tingan umum tidak dilayani dan terdakwa mendapat untimg
.dari kerugian negara.'ban tentang unsur pasal 1 ayat (2)
sub b UU NO 3 Tahun 71971 bahwa terdakwa ~~rmenandatangani
laporan kemajuan pekerjzan yang sebenarnya tidak sesuai
dengan kenyataanya dengan tujuan agar uangnya keluar, dan
ternyata setelah uangnya keluar proyek belum Juga selesai.
Komentar Terhaddp Putusan

Tanggapan terhadap pertimbangan hukum putusan hakim
yang memeriksa perkars ini, setelah menghubungkan ke-
terangan saksi-saksi dan barahg-berang bukti serha kete -

rangan terdakwa yang terbukti dalam persidangan pada
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dasarnya penulis sependapat dengan j~ksa penuntut umum
bahwa nenetapa hukumsnnya sangat ringan dibanding 1 :pen-
buatan pidana yang seharusnya, dengen pidana penjara se-
lama 3 tahun namun dalam peetimbangan Ilakim hanya 7 bu-
lan.

Demikian pula Majelis hakim telah mencampur aduk -
kan terdakwa dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri
dan jabatannya sebagai direktur Perusahaan Daerah yang
tidak ada hubungannya dengan proyek tersebut, memang be=-
nar dalam hal ini terdakwa berstatus sebagai pegawal ne-
geri. Justrurkarena ia pegawail negeri pada Kantor Buppti
Kepala Daerah Tingkat I1 Majene ,sehingga ia dipercayakan
oleh pemerintah Daerah Tk II HMajene untuk memimpin  pe-
rusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah TK
II. Majene, dengan demikian ferdakWa dalam bertindak se-
bagai Direksi bukanlrsh sebagai bertindak dalam bidang
hukum privaat melrinken dalam bidang hukum publik karena
ia sebagai Pegawai llegeri yang memimpin Perusahaan Daerah

milik Pemerintah Derah

Dalam perkara tersebut penulis berpendapat  bahwa

putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri lia-

Jjene adalah tidak tepat, sebab fakta yang didakwakan ter-

bukti karena bagaimanapun juga terdakwa belum 100% me=-

menuhi peestasinya sebagaimana mestinya padahal sudah

menerima sepenuhnya dari negara pembayaran sepenuhnya.

Andaikata terdakwa dapat membuktikan perbuatan yang di-
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lakukannya.. demi ' . untuk keadilan, negara tidak di-
rugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa mendapat
untung atau salah satu alasan pemaaf lainnya menurut hu-
kum dapatlah ia dilepaskan dari segala tuntutan !ir<uhukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 (2) KUHAP.

4,2 Putusan Pengadilan Tinggi Sul-Sel NO 21/PID/1987/ PT.

PDG,
- Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi- Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan, jika di-
hubungkan dengan unsur tindak pidana korupsi yang di-
anggap sebagai bukti menurut Hakim pertams yakni didakwa-
kan dalam ddkwaan pertama subsidair, melanggar: pasadii
ayat 1 sub b undang-undang NO; 3 tahun 1271 antara lain
unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan, dan unsur secara langsung
atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara da-
pat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
diatas upaya terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan, nyatanys tidak
dapat dibuktikan karena dihitung atau dimasukkan biaya
materai, biaya umum, biaya design, biya tender, dan bi-
aya dokumen kontarak serta overheat-cosftsebagai biaya
proyek, maka biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk
menyelesaikan proyek tersebut lebih besar, dari anggaran
yang disediakan untuk proyek tersebut, setidak-‘ifidalnya
Sama besarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " secara langepng
atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara"
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemu-
kakan diatas, hal inipun tidak dapat dibuktikan, karena
walaupun pada waktu penyerahan hasil pekerjaan dinyata -
kan selesai namun setelah ada pemeriksaan B.P.K.P pe-
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kergan-peker jaan yang terbengkalai dan belum rampung ke-
mudian dapat diselesaikan oleh terdakwa walaupun ada
keterlambatan dengan menambah volume pekerjaan yang akhir-
nya ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Hakim Per-
tama ternyata pekerjaan dalam proyek di desa Kabiraan dan
desa Bonde tersebut telah selesai seluruhnya dan « ., uang
yang diterima terdalwapun tidak melebihi anggaran untuk
proyek tersebut, sehingga unsur secara langsung atau
tidak langsung merugikan keuangan Negera Jjuga tidak dapat
dibuktikan ;
Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur tindak pi-
dana korupsi yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
menurut hukum dan keyakinan, maka unsur-unsur dari tindak
pidana korupsi seperti diuraikan di atas, maka terdakwa
harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair tersebut,
yang melanggar pasal 1 ayat 1 sub b, jo pasal 28 undang-
undang NOj3 3 tahun 1971 ;
M&nimbang, bahwa adapun unsur-unsurnya yaitu j
1. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk
sementara waktu menjalankan Jjabatan umum ;

2. Sengaja

3, Dengan palsu membuat atau memalsu buku - buku daftar
yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha/ adm-
ministrasis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hakim ». ‘pertama
mencampur adukkan kedudukan terdakwa sebagai pegawai ne-
geri dan jabatannya sebagai Direktur Perusahaan  Daerahj

Menimbang, bahwa kwalitas terdakwa sebagai kantkak -
tor proyek pemerintah tersebut, sebenarnya tidak perlu

sebagai Pegawai Negeri, karena pelaksanan proyek ini di-
tentterkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ketika menanda -
tangani konttak tersebut kedudukannya bukanlah sebagai
Pegawai Negeri yang menjalankan Jabatan perusahaan Daerah
yang bersifat privat-rechtelijk, jadi merupakan = subyek
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hukum privat-rechtelijk, jadi merupakan subyek hukum pri-
vat yang mempunyai hak-hak dan tenggung jawab sebagai ba-
dan hukum.:.privat yang mempunyai tanggung Jawab sebagad
badan hukum privat dan bukan sebagri badan hukum publik ;
Menimbang, hahwa walaupun terdakwa sebagal ;~pegawai
negeri tetapi dalam kedudukannya sebagai kontraktor pem-
borong melaksanakan proyek di desa Kabiraan dan * .  Desa
Bonde tidak dapat digolongkan sebagai pegawai negeri, se-
hingga salah satu unsur dari pasal 416 KUHP, jo pasal 1
ayat 1 sub (¢ Undeng-undancshNO: 3 tahun 1971 tidak dipenuhij
Menimbahg, bahwa unsur dengan palsu membuat «atau
memalsu buku daftar yang semata-mata untuk cpéheriksa-
an administrasi, dalam praktek sering berlaku ° - x . bahwa
laporan tentang kemajuan pekerjaan dalam suatu proyek
sering diberikan melampaui keadaan yang sebenarnya  yang
dilakuknﬁ”sebhnéi upaya mendapatkan pembayaran proyek itu
sendiri dan hal ini pada umumnya ditolerir oleh 1= pihak
yang membiayai proyek 3
Menimbang, bahwa Jjuga sering terjadi laporan pekerja-
an untuk termijn terakhir dari suatu proyek sudah dilapor-
kan selesai dan hal ini dimaksudkan untuk [ = meéndapatkan
pembayaran terakhir dari proyek dan untuk menghindar
adanya sisa anggaran pembangunan ( S.I.P ) yang hhngus
karena hampir memasuki tahu anggaran berikutnya ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu laporan .:.terakhir
( termijn ke V ) mengenai hasil pekerjaan yang dinyatakan
selesai dan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemba -
yaran setelah serah terima tersebut, Terdakwa masih
melanjutkan pekerjaan itu sehingga salesail seluruhnya ;
Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur dari pasal
416 KUHP tidak terbukti, maka unsur-unsurr lainnya tidak
perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwapun haruslah di-
bebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;3

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan -.c<He-
geriaHajene tanggal 16 Desember 1986/pts.pid/B/PNM, tidak
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dapat dipertahanken dan harus dibatalkan, serta pengadilan
Tinggi aken mengadili sendiri perkara ini.
- Amar Putusan

Menyatakan permohonan banding dari jaksa / penuntut
umum dan terdakwa tersebut dapat diterima

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal
16 Desember 1986 1O : 20/pts.pid/B/1985/PNM tersebut :

Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Baging, BA tidak ter-
bukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan da-
lam dakwaan Kesatu Oubsidair dan dakwaan Kedua yang diatur
dan diancam dengan pidan dalam pasal 1 ayat 1 sub b Jjo pa=-
sal 1 ayat 1 sub C jo pasal 28 undang-undang N6; 3  tahun
1971 3

Membebaskan terdakwa dori dakwaan Kesatu Su Stbhsigdair
dan dakwaan kedua tersebut ;

Menentukan agar terdakwa direhabilitir dalam kemampu-
an kedudukan dan harkat martabatnya ;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat banding di-
bebankan kepada negara,
- Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari pertimbangan dan @ramar

putusan Pengadilan Tinggi Ujung-Pandang NO 21/Pid/1987 /
PT, UJ. PDG, dan telah mempertimbangkan Putusan Peng-
adilan Negeri Majene tersebut, bahwa putucan tanggal 16
Desember 1986 NO: 20/Pts,Pid/B/1985/PNIl,tidak dapat di-
pertahankan dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi
akan mengadili sendiri perkara tersebut. Menunut penu-
lis adalah sudah tepat, namun penulis tidak . .sepéndapat
dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan yang
telah membebaskan terdakwa secara murni yang berarti bah-

wa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak ter-
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bersifat privat rechtelijk, dan merupakan subyek hukum

privat selain itu benar bahwa terdakwa membuat palsu buku

atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administra-
si ini terlihat dalam laporammya tentang kemajuan pekerja-
an proyek yang melampaui batas atau keadaan yang sebenar-

nya namum dalam suatu proyek itu sering dilakukan pembo -

rong agar menddpatkan pembayaran yang lebih awal untuk

kepentingan diri sendiri. Hal inipun tidak dilarang me-

rut pendapat Majelis hakim Tinggipun demikian, dapat di-

lihat dalam pertimbangan hakim pada halaman 58.

Setelah penulis mempelajari pertimbangan Majelis
hakim dan amar putusannya, menurut penulis Majelis Hakim
ﬁada Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan adalah Jjuga salah
atau tidak tepat menerapkan undang-undang sebab terdakwa
telsh terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh  Jjaksa
penuntut umum, setidak-tidaknya dakwaan pertama,andaikata
tak ada kesalahan penerapan undang-undang dan tak ada sa-
alasanpun dalam perkara terdakwa untuk tidak memidananya.

- Dalam perkara ini andaikata terdakwa dapat . membukti -
kan bahwa perbuatan yang dilakukannya demi untuk keadilan
dan tidak ada kerugian bagi negara dan kepentingan . .umum
dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung atau . “salah

satu alasan pemaaf lainnya menurut hukum dapatlah dilepas-

kan dari segala tuntuten hukum seperti ketentuan materiil

pasal 191 ayat 2 KUHAP




bukti melakukan tindak pidana korupsi, Hal ‘ini Majelis Ha-
kim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan per-
kara yaifu ; bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama
subsidair melanggar pasal 1 ayat 1 sub b Jo pasal 28 UU NO
3. 1971. Karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan
yang didakwakan padanya y;itu " dengsn tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang - serara
langsung dapat merugikan keuangan Negara", Hal ini menurut
penulis dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah meRakukan apa
yang didakwakan, setidak-tidaknya dakwaan pertama bahwa
terdakwa jelas telah merugikan negara dan ingin menguntung-
kan diri sendiri terbukti terdakwa menandatangani  laporan
kemajuan pekerjaan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan ke~
yataannya dengan tujuan agar uangnya keluar, Setelah uang
diberikan provek belum Juga selesai dan seandainya tidak
dilakukan pemeriksaan DPKP proyek tersebut tidak akan . di-
selesaikan,
Sedang dalam pasal 416 KUHP jo pasal 1 ayat 1 sub ¢
Jis pasal 28 UU NO 3 Tahun 1971, Dalam pertimbangan Majelis
Hakim meﬁ;fsirkan unsur-unsur dalam pertimbangannya :
" Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan wn -
tuk sementara waktu menjalankan Jabatan umum senga-
Ja dengan palsu membuat atau memalsu buku atau

daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usa-
ha administrasi ",

Menurut penulis dakwaan kedua Juga unsur pasal terse-

but terbukti, bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri yang

menjalankan jabatan umum, sekalipun jenis pekergjaan itu
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4,3 Putusan lMahkamah Agung RI Nomor : 974 K/Pid /1988
- Pertimbangan Hukum Mahlkamah Agung

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa ter-
hadap putusan perkara pidana yang diberikan pada ... _tingkat
terakhir oleh vengadilan lain selain dari pada . Mahkamah -
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permimta-
an kasasi kepada Mahkamah Apung, terdakwa atau penuntut umum
dapat mengajukan permintaan kasasi pada lMahkamah fAgung, ke-
cuali dalam putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi lMahkamah /Agung berpendapat
bhahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas
untuk membina ddén menjapa agar semua hukum dan undang-undang
diseluruh wilayah Hepgara diterpkan secara tepat dan - edil
Mahkamah fgung wajib memeriksa apabila ada pihak yang meng -
ajukan permohonan kasasiterhaddp putusan pengadilan bawahan-..
nya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah
tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan ter-
dakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap: sehirt-
an tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan
didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur verbuatan yang
didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah
merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah me -
lampaui batas wewenangnya ( meskipun mengenai hal ini tidak
diajukan sebagai keberatan kasasi ) Mahkamah Agung atas da-
sar pendapat bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebas.=
an yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keheratan-keberatan yang diajukan
oleh pemohon kasasi pada pokoknya.adalah sebagai berikut j

Bahwa Pengadilan tinggi di Ujung Pandang yang telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti ter-

csebut telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Ujung-Pan-
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dang yang membebrskan terdakwa dari dakwaan kesatu
subsidair dan dakwaan kedua bukan merupakan pembe-
basan murni, karena Majelis hakim telah salah me-
nafsirkan unsur tindak pudana yang didakwakan da -
lam hal ini unsur : " dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dan
unsur " secara langsung atau tidak langsung dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaraﬁ
2. Majelis Hakim salah menafsirkan unsur " Pegawai
Negeri " atau orang lain yang diwajibkan untuk se-
mentara waktu menjalankan jabatah umum" dan unsur"
dengan palsu membuat dan memalsu buku atau daftar
yang semota-mata pemeriksaan tata usaha/ administ-
asi yang dimuat dalam deakwaan lkedua .

Pdda prinsipnya majelis heskim tingkat banding meng-
akui bahwa terdakwa ketika menandatangani kontrak
kedudukannya bukanlah sebagai Pegawai Negeri walkau
pun ia terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri;
Justru karena terdakwa berstatus sebagai Pegawai
Negeri make ia dipercayazkan oleh pemerintah Daerah
Tingkat II Eabupaten lajene untuk memimpin perusa-
haan Daerah i

Bahwa mengenai unsur " dengan memalsu membuat atsu
memalsu buku atau daftar yang semata-mata untuk
pemeriksaan administrasi' yang menurut lMajelis Ha-
kim tingkat banding mengakui bahwa benar membuat
laporan kemajuan pekerjaan yang tidek .. .. Sesuai
dengan keadaan yang sehenarnya, akan tetapi tidak
davat digolongkan sebagai memalsu karena terdakwa
setelah menerima termijn terakhir(ke-V) masih me-
lanjutkan pekerjaanya ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdak-
wa melanjutkan pekerjaannya setelah menerima ter-
mijn terakhir adelah karena Badan Bengawas KReuang-
an dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan /
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pengecekan di lokasi proyek setelah proyek dinga-
takan selesai dan ternyata BPKP menemukan  bahwa
proyek sebenarnya belum selesaij
'3.Majelis Hakim tingkat banding dalam :putusannya
tersebut tidak cukup mempertimbangkan keterangan-
keterangan saksi serta alat bukti lainnya ° berupa
surat dalam hubungannya antara satu dengan lain.i-
nya dikaitkan dengan pasal 238 K.U.H.P ;

4, Majelis hakim tingkat banding dalamrputusannya
_tersebut’ keliru’ 'dalam.menerapkant unsur+~unsur yang
terkandung dalam pasal 1 ayat (1) sub b. Undang-
undang No.? tahun 1971 sebagaimana didakwakan da-
lam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ... kedua
dalam perkara ini j; kekeliruannya dalam hal ini
karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
bahwa terdakwa membuat laporan kemajuan yang ti-
dak benar vang menyatakan bahwa pekerjaan telah
selesai 100% baik pada proyek habiraan maupun
pada proyek desa Bonde untuk menerima pembayaran
Termijn ke IV dan V hal kenyatannya belum selesai
menurut hakim tingkat banding bukanlah : perbuatan

korupsi karena pekerjaan nya masih dilanjutkan se-
hingga tidak ada kerugian negara ;
5. Putusan liakim tingkat banding tersebut  tidak.
memuat pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum dari putusan banding tersebut
hatal demi hukum sesuai 197 ayat (2) KUHAP,
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan ka-
sasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa _ternya-
ta pemohon-pemohom kasasi tidak bisa membuktikan bahwa ter-
nyata putusan tersebut merupakan pembebasan tidak murni

dari putusan bebas tersebut ;
lMenimbang, bahwa disamping itu mahkamah Agung ber-

dasarkan wewenang pengawasannya Jjuga tidak melihat bahwa
putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi  dengan
telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohd#®
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an kasasi jokea/nemohon 'nsasi herdaserlkan pasal 2bL Undang-
undang 0.8 tohun 1971 (vI11AP) hrrus dinystakan tidak d-pat
diterims
- Iner Puetusan
ZOn'rtaPﬁn ticat coptt ditering sermohonsn Lkas2si deri

paiohon ‘reangi ¢ J0 S SO Uect 1 . noda ke jolisaan ilereri
1 zjene terx roobot

rombekartzan hiszya neylsre <olan tingket kasesld ind
lenrdes nefitre.
- lomentar Zenulis

Setelnrh rerhrhos putuzan Jen Adilsn Tereri Jan putusan

béhf"ﬂilsn Tivfgi @bt i hhhu{uﬁ %nri~ra terdokva Syancuddin
Drring, BA, 12k £ihzlrh nenulis untuk penbohas don mengomen
tari nutusen nada tinghet teresldhir, yvaitu putusan liahl:i-mah
pung. Ceteclan nemlis vermpelajari alta permononan lasasi
vong dj“j”]cn oleh jeksa penuntut unum poda ke jeisaan legeri
Ha Jene; qerta nertlmb.ngan-nerLlnoangan den putusan Iiahkamah
Agung yong isinya menolsk permohonen krsasi/venuntut Vium
tersebut.

Menurut penulis, pertinhancen hehl=wag ..gung vww—adnlah
sudah tepct, mengingat putusan Pengadilan Tinzgi Ujung iendrng
vong nermutus nerkrra terd kva Syrncuddin Drpung, .. merunaka
putusnﬁ hebas. Sehonsrnya terhedop pritusen ini, Mahkemah Jgung
herdzsarkan nendrnotors ©ohwa »e Leheesn dhu bukan marunska
pelibebasan 7707 aqurni nifctoys don barus menerine permohonsn
lasrei tersebut. e delon kreus ind, jalzez /venuntut  umum
celrku pemohon kocr ol tidrk canst wembuktikan behwa  putusan

tercebut ad-olah morime ken nenhc:asan tical imamni. indailkata

pemohon linersi depot menum juklian 2lrorn-alosan cebagai dasar
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pertimbangan mengenai dimena letak sif-t tidak murninya putus-
an bebas tersebut, nenulis valiin brhwa Labkemah sgung 2krn
ﬁenoriwa nmerori Lrensi yang dirjulizn olen para pinals,

Sebenarnya merumal:an sustu keleliruan yang beszar, = Jjike
Jakes /menu tut vmun ateu oora pihek nengajukan kosasi terhadep
nutucan tidal mnrfi, vloupun dzlem nreltek sering ltali  tére
hadep putusen heher dindplokon kasrei, dengan eleson
putucan tercebut Turn wrupslan avtucsn yaug nueni; sifotnya,
ceboral drgernyn £7-1hh yurisprudensi. Tetqni hal ini
tentengen den-a2n Veteninar nreal 20k ALinP yeng mengecuslilken
basesi ierhrd-n autugsr hahas,

]
cnarut penulis dolan lasus cittes, nenuntut waum tidok

v

-

70z olesan untul nemohon kasasi kzrens perbustan tidak danat
Adibuktilien stau dipertonssung Jowablian, andsiken dalem - pe-
nerapzn undsng-undang lengrdilsn fezeri dan Pencadilan Tinggi

tidak sfiﬁh, terdelva Jjelas alen dinvotakan bersalzah telzh
terbukti melrkukan apa yarg didskwakan kepadenya cdan .. tidak
satu alasanpim untuk tidak wemidenanya (bukan gila, bukennya
melaluksn perintah joh-ten atav flzsan nenidznecan dainnya ),
Jadi seh;rusnya dipidenc, buliannye“Yepns dsri segsla tuntut -
#n hukum, lehih-lebhih Hul=ognya hebrs, Terun andaikats neIr-
buatan yangs dil-luk-~mnya itu ad-1-h Cend untuk leadilan, ne-

#rra tidak dirvgilen, Yepentino-n wnm dileyeni, den terdakwes

tidak mend=nat untung depstleh is lenss dori serals turtuten -

hukum, sebamgeinone o -np dinskeud 0 lam pasal 171 (7)) KUHAP
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Dalam perltara ini lahkamah :pung selzku baden peradilan
tertinggi, mempunyai tugas untul nenjisge agar semua hukum dan
undang-undang diceluruh vilayah negrre diterapkan .. ._secarat
tepat, !"ahkamsh (/ung telah cenunjukkan kesalehan Pengadilan

Megeri dan Fengrdilan Tinggi velni keliru menerpkan undang-
undeng No 3 tchum 1771, [srena najelis halkim tingkat banding
berpendapat behwa terdekwa membust laporan kemajuan pelierjaan
vang tiddk benar yang menystalen bahwa nelierjaan telah - se-
lesai 100 7 baik pada proyelk liabirsan maupun pada ptoyek Desa
Bonde untuk menerima pembayaran termijn ke & dan ke 5 & ..

kenyatannya belum selessi, menurut majelis hakim tingkat ban-
ding bukanlah perbuztan korupsi, Lihat halaman . 64., hal ini

positif agar peradilan bawahan atau tingkat pertama dapat

mengoreksi kembali putusannya den merupakan bahan pertimbang-

an sehingga terhindarlah dari keputusan yang keliru,




4 s Putusan Pengadilan Megeri [lajene liomor 24/Pid/B/1988
/PN, yo M.A RI NO. 2537/K/Pid/1989.
- Duduk Perkara

Kejadian perkara tanggal 6 pebruari 1989 jam 13.00
Wita di jelen A. Syukur lHajene atau dilingkungan
Battayang l’elurahan Danggae Kabupaten Majene di-
laporkan tanggal 11 pebrusri 1989.
Uraian perkara tindak pidana secara singkat bahwa
pada hari senin tanggal 6 pebruari 1989 ¢ . sekitar
jam 13.00 Wita pertempat di Jalan A, Syukur MaJjene
atau dilingkungan DBattayang, kelurahan Banggae
Kecamatan Ranggae, Kabupaten liajene - telah terja-
di tindak pidana penghinaan atas diri - .. perempuan
Tjiang Aho dengan kota=kata " MAU KE UJUNG PANDANG
JADI HOSTES TIDAK LARU DI UJUNG PANDANG " berselang
beberapa menit kemudian tersangka Tjiang fho kem-
bali melakukan tindak pidana yakni melakukan tin=
dak pidana yakni percobaan penganiayaan dengan
menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk ter-
hadap lelaki Jefry VWelly (Kakak kandung  perempu-
an Fonny hlias cumpung ).
Melanggar pasal : 353 ayat (1), pasal 53 ayat (1)
yo pasal 310 ayat (1) KUHP yo
pasal 2 ayat (1) UU Drt, NO 12
tahun 1951/Lembaran Negera Nos
78, Tahun 1951.
~« Dakwaan Penuntut Umum
I. Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho pada hari
senin tanggal 6 pebruari 1980 delapan puluh sem-
bilan, sekitar Jjam, 1%,00 wita, setidak- tidaknya
dalam bulan pebruari 1989 bertempat tinggal dide-
pan rumah terdakwa, yang terletak di kampung Bat-
tayang atau Jjalan Abdul Syukur, kecamatan banggae
kabupaten ilajene, setidak-tidaknya ditempat lain

{77
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dalam wiloyeh hukum lengadilan Negeri lMajene, ia ter-
dakwa telah melskukan percobaah perencanaan peng-
aniayaan terhadap diri saksi Yefry Welly, dengan ja-
lan terdakwa perempuan Tjiang ‘ho terlebih dahulu
menyediakan pisau dapur lalu berdiri didepan pintu
rumahnya serta meronta-ronta atau mengamuk - amuk

dengan meksud akan menganiaya Yefry Welly tetapi per-
buatan terdakwa tersebut tidak terkaksana karena di-
hadapannya kebetulan berdiri/berada lelaki Yacob dan
lelaki Zainal y-ng secara cepat mendekati terdakwa
untuk mengambil pisau dapur tersebut dari <. . dalam:
tangan terdalwa tersebut sehingga maksud dari pada
terdakwa tersebut untuk menganiaya atau mhelukai berat
saksi lelaki Yefry Welly tidak terlaksana.

Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho pada waktu dan
tempat sebagnimana yang disebutkan pada dakwaan per-
tama diatas, ia terdakwa telah dengan sengaja merusak
kehormatan atau nama baik dari saksi perempuan Vonny
alias Cumpung telah melakukan suatu perbuatan dengen
-lisan, yakni terdakwa menpgetakan bahwa saksi adalah
Hostes/pelacur Ujung-Pandang vang tidak laku atau
tidak ada pasaran dengan maksud terdakwa agar tuduhan
itu tersiar dan diketzhui oleh orang sehingga saksi
merasa malu karenanya,

Bahﬁé terdakwa Tjisng aho melanggar pasal 310 ayat 1

KUHE,

:yfﬁﬁtutan Fenuntut Umum,

Setelah mendengar keterangsn saksi-saksi dibawah sum-

pah dan keterangan terdakwa Tjiang Aho tersebut di-

persidangan dan setelah mendengar tuntutan jaksa/ pe-

nuntut umum yang pada pokoknya menuntut sabagai  be-

rikut :

- Supaya majelis hakim Fengadilan Negeri Hajene yang
mengadili perksra in! ; lemutuskan dan Menyatakan :




1. Bahwa terdakwa perempuan 'ijang #iho terbukti ber-
salzh yrkni melakultan percobaan penganiayaan ke-
pada lelaki Yefry lielly, yang diatur dalam pasal
310 (1) KUHP :

2, Menjntuhk-n pidsna penjara selama 3 (tiga) bulan
denran masa percobaan 10 (sepuluh) bulan :

3. lenetapkan pula agar 1 (satu) buah pisau  dapur
dirampas untuk dimusnahkan @

L, lenetapkan pula agar terdakwa dihukum membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ru -
piah Xl . _ .

- Pertimbangan Hukum Pengzdilan lMegeri

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada po-
koknyamtidak pernah berniat/berencana untuk meng-

‘aniaya saksi Yefry Welly Budiman, dan malah se-
baliknya saksilah yang mendatangi terdakwa dengan
maksud untuk menganiaya terdakwa, namun rencana

saksi tersebut tidak selesai karena dicegah oleh
saksi Zainal Abidin dan saksi Hasan DBasri ;

Dalam Dakwaan kedua ;

Bahwa terdakwa tidsk benar menuduh telah atau akan
me lakukan perbuatan ter*entu kepada saksi Vonny
alias cumpung dan hal ini merupakan fitnah belaka

yang ditujukan kepada terdakwa mehen dibebaskan da-
ri kedua dakwaan tersebut
Bahwa jaksa/penuntut umum secara lisan dipersidang-

an menyatakan tetap pada tuntutan pidanya ter-
tongegal 21 oktober 1089 yang berati pula dapat
disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum tetap | G-

nuntut terdakwa agar tetap dipersalahkan melakukan
" percobaan penganiayaan dan menista " dan karena-
nya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan dengan nasa percobaan 10 (sepuluh )
bulan ;

Menimbang, bahwa telah mendensar keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah di depan persidangan yang
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Menimbang, untuk ds=patnya dihukum menurut pasal 310
(1) KUHP tersebut, maka penghinaan itu harus di-
lakukan dengan cara menuduh seseorang telah melaku-
kan perburtan tertentu " dengan maksud tuduhan ter-
sebut akan terciar j

Menimbang, bahwa untul membuktikan apakah terdakwa
benar telah melakukan perbuatan penghiaan . kepada
saksi Vonny alias Cumpung dengsm c&ra menuduh saksi
Vonny alias Cumpung tersebut telah melakukan  per-
buatan tertentu, maka ‘ajelis Hakim akan membukti-
knnya berdasarkan bukti atau fakta sebagai berikut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Vonny & . talias
cumpung, ketika saksi berada di luar rumah, o ~saksi
dikata-katai "mau ke ujung-pandang jadi pelacur ti-
dak laku" 3

- Pahwa knta-kata terdakwa ters sebut didengar . .oleh
salksi Huraeni ketika terdakwa mengeluarkan kata-ka- -
t4 tersebut saksi menegur terdakwa dengen mengata -
kan agar tidak mengeluarkan kata-kata tersebut ka-
rena hari ini adalah harinya ; .

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut
pendapat 'lajelis hakim, bahwa terdakwa telah  ter-
bukti mengeluarkan kata-kata ters sebut yang  dituju-
kan kepada saksi Vonny alias (umpung, . kendatipun
terdakwa di persidangan telah membantahnya ;
Menimbang, bahwa kendatipun terdakwa telah terbukti
menge luarkan kata-kata tersebut yang ditujukan ke-
pada saksi Vonny alias Cumpung telah melakukan per-
buatan tertentu ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti kata-kata ter-
dakwa " mau ke ujung-pandang jadi pelacur tidak la-
ku " menurut pendapat lajelis Hakim hahwa kata-kata
tersebut tidaklah dapat dikualifisir - ‘sebagai
menuduh saksi Venny Alias Cumpung telah me lakulcan
perbuatan tertentu, karena kata-kata terdakwa yang



putus-
an ini tidak semus dicentumkan dalam putusan ima,
namun seluruhnya telah menjadi pertimbangan Majelis
yang pada pokoknya mrsing-masing menerangkan seba -
gai berikut
- HBazhwa saksi keberatan atas kata-kata terdakwa ter-

sebut dan karenanya saksi melaporkan hal ini ke-
pada polisi

Menimbang, bhahwa pada tenggal 6 pebruari 1989 ber-
tepatan hari raya imlek ketiks saksi datang ketika
saksi dataong dari pusat pertokoan, tiba-tiba datang
terdakva dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam
berupa badik dan sangkur, sambil melangkah menuju
saksi mengayun-ayunkan pisaunya, dalam jarak 4 - 5
meter dari saksij;
lenimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibantah
oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa tidal benar
terdakwa mengayun-ayunkan pisaunya dan menyerang
saksi, dan dikatakan pula bahwa tidak benar saksi
me lempar terdakwa namun yang benar adalah bahwa
pintu terdakwa dipukul ketika terdakwa berada dalam
rumah, dan ketika itu pintu dalam keadaan tertutup;
Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mem-

~_buktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur
pasal dakwaan jaksa/penuntut umum ;
Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, terdakwa
telah didakwa melakukan tindak pidena “percobaan
penganiayaan berencana " sebagaimana diatur dan di-
ancam dalam pasal 53 yo (1) KUHP ;
Menimbang, bahwa unsur berencana yang merupakan un-
sur essensial yang harus dibuktikan dalam dakwaan
pertama tersebut tidak terbukti, maka karenanya -
terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya HMajelis hakim akan
mempertimbangkan dekwaan kedua yaitu melanggar pa-
sal 310 (1) KUlIP 3
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ditujuksan pada saksi Vonny alias Cumpung tersebut
" didahului dengan kata " mou " yang berarti bah-
wa belum ada perbuatan yang tertentu yang dituduh-
kan oleh terdakwa kepada saksi Vonny alias
Cﬁmhung , 1lain halnya apabila seandainya  ketika
itu terdakwa mengeluarkan kata-kata " saksi Vonny
alias Cumpung jedi pelacur di ujung-pandang, maka
kata-kata tercebul denpgsn tegas dan Jjelas menuduh
saksi Vonny /lias Cumpung telah melakukan per-
buatan tertentu di ujung-pandang yaitu menuduh
saksi Vonny /ilias Cumpung sebagai pelacur j__
Menimbang, bzhwa kerena kata-kata terdakwa ter-
sebut bukan menuduh saksi Vonny Alias €umpung te-
lah melakukan perbuatan yang tertentu, - maka
karenya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan
kedua tersebut ;

Menimbang, hahwa oleh karena terdakwa dibebaskan
ddri kedua dakwaan tersebut maka barang bukti
berupa sebilah pisau warna putih haruslah di-
kembalikan kepada terdakwa ;

- fAmer Putusan

lMengingat akan pasal-pasal dari KUHAP dan pasal
pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

- lenyatakan terdakwa Tjiang-iho tersebut tidak
terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah me-
lakukan ke jahatan " percobaan penganiayaan  be-
rencana dan menista, sebagaimana tersebut dalam
dakwaan pgrtama dan kedua.dari Jjaksa/ . pénuntut
umum 3

- Membebaskan lerdakwa dari kedua dakwaan . tenr=
sebut ;

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, ke-
dudukan don harkot serta martebatnya;

- Menetapksn barang bukti berupa sebilah  pisau
dapur warna putih, dikembalikan kepada terdakwaj
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- Membebank:n biaya perkara kepada Negara ;
- Komentar Penulis
Setelah penulis mempelajari pertimbzngan dan amar
putusan Pengadilan MNegeri Majene yang isinya menyatakan
bahwa terdakwa Tjiang Aho tersebut tidak terbukti dengan
sah dan meyakinkan bersalah melskukan kejohsatan percoba-
an penganiayaan berencana dan menista sebagaimana ter-
sebut dalam dokwaan pertama dan kedva dari penuntut umum,
sehingga membebasksn terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.
Henurut penulis dalam hal ini, bahwa putusan Beng -
adilan Negeri Majene dalam memeriksa perkara tersebut
hakim telah melakukan kekeliruan yakni, tidak . menerapkan
peraturan sebagaimana mestinya sédbab dzlam menafsirkan dan
mengsrtikan unsur-unsur pasal 310 ayat 1 KUHP yang keliru
sehingga Majelis Hakim telah membebaslkan terdakwa dari
dakwaan tersebut,
Didalam pasal 310 (1) KUHP terdapat 3 unsur penista-
an yakni @
- Seseorang telah berbuat/melakukan sesuatu perbuat-
an tertentu
- Tuduhan tercebut dimaksudkan agar tersiar atau
diketahui orang banyak
- Tuduhan itu dilakukan dengan lisan
Kemudian 2lasan lain bahwa PFajelis Hakim Pengadilan
Negeri Majene di dalam pertimbangan pada halaman:i17 alinea
pertama dan seterusnya telah keliru menafsirkan apa _ yang

disebut atau diartikan " menuduh " atau"menista" sebab

perempuan Tjiang fho terbukti melontarkan kata-kata itu
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untuk mempermalukan, apalagi dilakukan oleh terdakwa di-
Jalanan umum,

Dari bebernpa hal ‘penulis kemukakan diatas _maka
penulis berpendapat bahwa dalsm kasus ini petugas _tidak
tepat dalam meneraplkan pasal sebab bukon hanya satu pa-
sal yang dapat didakwnkan sebenarnya pasal 315 yang men-
Jadi perangkap utama apar terdakwa tidak mudah -dibebas-
kan dari perbuatanpya, sunaya dapat dituntut menurut pa=-
sal ini, kata-kata hinaan yang dilakukan dikemukakan se-
cara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di . tempat
umum, Dalam keadaan demikian, yang dihina tidak perlu
berada ditempat itu.

Namun apabila penghinzan itu tidak dilakukan di-
tempat umum maka supsya dapat dituntut dengan pasal ini

1. dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina

disitu (melihat can mendengar dendiri.)

2. dengan surat atau tulisan, surat itu harus di-

alamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Dalam perkara tersebut diatas seharusnya amar pu-
tusannya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum sebab
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan . tetapi -
tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat
dibuktikan perbuatan tersebut didepan lajelis hakim

perbuatan yang didakwaksn kenada terdakwa,
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4.5 Putusan iiahkamah aAgung RI Homor : 2537/K/Pid/1989
- Pertimbangan Hukum lMahkamah*sgung

lengingat aken akta tentang permohonan kasasi N@.5
/Pld/1983/PNL. yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan
Negerl ilajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal — 31
oktober 1989 jaksa pades kejaksaan Kegeri kiajene telah
mengajukan permohonsn kesasi terhadap putusan Pengadilan
i'legeri tersebut ;

lielihat surat-surat yang bersangkutan ;

lienimbang terlebih dahulu, bzhwa karena berdasar -
kan pasal 67 Eitab Undang-Undang Hukum scara Pidana (um-
deng-undang lio 8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab  Undang
-undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang No 8 . +tahun
1981 ) terhadap putusan Pengadilan Negeri iiajene tersebut
tidak dapat dimintaken banding, maka terhadap putusan -
tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi :

lienimbang, bahwa putusan Pengadilan legeri * ter-
sebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi
pada tanggal 28 oktober 1989, akan tetapi risalah kasasi
yang memuat a2lasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan
perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di-
kepani teraan Pengadilan Negeri llajene pada tanggal 2
Desember 1969 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat be-
las hari ) sebagaimana ditentukan dalam pasal 248  ayat
(4) Kitzb Undang-undang ilukum Acara Pidena ( Undang-und-
ang Hukum Acnra Pidana ( Undang-Undang No.8 tahun 1981),
oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan  kasasi
gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut
harus dinyatakan tidak depat diterima ;

- Amar Putusan

lienyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi
: JAKSA PADA PelGiDILAN MEGERLI LAJENE tersebut j

llembebankah biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

kepada lLegara,
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada
hari kamis tanggal 15 November 1990 olzxh Iy, H siti Rosma
Achmad,SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua  Mahkamah
Agung sebagai ketua sidang Yahya,SH, dan Th, Ketut Saputra
Hakim-hakim anggota.

- Komentar Penulis
Dalam mengomentari putusan hahkamah Agung  tersebut

terlebih dahulu penulis kembali pada tuntutan jaksa  yang
pada dasarnya menuntut agar lajelis liakim pada Pengadilan
Negeri Majene yang mengadili perkara ini untuk memutuskan
dan menyatakan terdakwa :

1. Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho terbukti ber-

salah melakul;an percobaan penganiayaan yang di-
atur dan diancam sesuai pasal 53 (1) KUHP dan
pasal 310 (1) KUHP,

2. ﬂenjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan,

3. lenyatakan pula barang bukti satu buah : Disan

dapur warna putih bertangkai plastik hitam di-
rampas untuk dimusnahkan.

4, lMembayar pula biaya perkara sebesar hp., 5.000,-

(1ima ribu rupiah)

Sebagaimana penulis telah: kemukakan dalam  putusan
Pengedilan Negeri liajene, terdapat beberapa . "kekeliruan
antara lain karena majelis hakim Pengadilan legeri [iajene
(tingkat pertama) tidak menerapkan peraturan sebaggimana
mestinya. Dalam putusannya tidak . mempertimbangkan

keterangan sal:si korban dan kesaksian perempuan  Nuraeni

yang satu sama lain erat kaitannya dengan perkara ter-
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sebut,

Juga dalam putusan Pengrdilon liegeri lajene telah
salah atau keliru menofsirkan apa yang disebut atau
diartiken "menuduh" atau 'menista" oleh terdakwa  agar
saksi korban merasa malu, hal ini terdapat dalam  per-
timbangan hakim halaman 76-77 menyatakan  bahwa ter-
dalwa telah terbukti mengeluarkan kata-kata tersebut
kendztipun terdalkwa membantah dalam persidsngan. Dengan
demikian dapat dibandingkan di mans salah satu per-
timbangan membenarkan tuduhan dedang di lain pihak
liajelis llakim menyatakan menuduh atau menista. Adapun
penafsiram liajelis Hakim yang keliru adalzh :

1, Didalem pasal 310 (1) tersebut 3 (tiga) unsur

penistaan, yakni :

- Seseorang telah berbuat/melakukan sesuatu
perbuatan tertentu.

- Tuduhan itu dimaksudkan agar tersiar atau
diketahui orang banyak.

- Tuduhan itu dilakukan dengan lisan,

Ketiga hal tersebut sama sekali liajelis “:»iHaXim
tidak mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsurnya di-
dalam putusannya sehingga lMajelis hakim hanya menempuh
jalan pintas "dengsn alasan menghemat waktu serta tem-
pat",

Fenurut penulis andaikata dari awal petugas tidak

salah menerapkan pasal vang seharusnya didakwakan ke-




pada terdakwa, maka terdokwa seharusnya dinyatakan " lepes
deri segals tuntutan hukum, sesuai ketentuan materiil KUHAP
sebab perbustan terdakwa termasuk dapat dibuktikan  namum
penuntut umum tidzk drpat membuktiken unsur pertanggung jo-
waban pidana atau tidak mencocokd rumusan delik,

Setelah penulis wempelsjari pertimbongan permohonan
kasasi tersebut, drlam amar ptbusannya  lahkamah AGUNE
menolak kasssi dengan pertimbengan bahwa permohonan kasasi
tersebut diangpgap sebagai pihak (parti] cassatie) alasan
lain adalah karena terlambatnya permohonsn kasasi diterima
yakni melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh
kerena itu hak untuk mengajukan kesesi tersebut gugur dan
dinyatakan tidak dopat diterima, sebsgaimana diatur dalam
KUHAP pasal 246 ayat 1.

Henurut penulis nesal 246 ayat 1 ini yang memperguna-
kan istilah "dienggep! wemerima putusan, istilah  dianggap
tersebut seolah-olrh terdapat kehendak sendiri yakni sifat i
subyektif dari penegak hukum, utamanya pengadilan yang
memutus perksra tersebut, walaupun pihak yang > bgrperkara
dalam hal ini yang mengajukan kosasi tidak depat menerima
putusan Mahkemah igung yang memperkuat putusan Pengadilan
VMegeri juga karena lewatnya tenggang waktu permohonan ka-
sasi maka pemohon harus menerima putugdan tersebut.

Wialaupun dalam kenyataannya putusan bebas tidak da-
pat dimintakan baaddiwg, namun didasarkan " yurisprudensi "
hal ini yang menjadi alasan penuntut uwnum untuk mengajukan

kersesi drn berdasarkan situasi dan kondisi yang dimaksud -
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kan ialah di mane negrre sedeng giat-giatnya membangun di-
sdgatyg biftzmhg termssuk puls didalamnya pembzngunan ¢i “gi-
bideng hukum yang tidzk kalah pentingnya dari bidang-bidang
lain, dim~na pemerintah €rde Baru bertekad bahwa spliseenygo
pembangunan di segala bidang tidak mungkin tercapai mana-

kala keadilan dan kebenaran tidak ada,
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PENUTUP
5.1 Kesimpulsn
Sebagzzi penutup deri penulisen ini, maka penulis mem-

beri kesimpulzn dan szran sehubunzan dengzn pembzshasan
Skripsi ini :
1. Putuszn Penzadilan Negeri Hajene NO 20/Pid/B/193L/ PNM

dan putusan NO 2L/Pid/1959/PMM tidak sesuai denzan |pa-

sal 191 [TUHAP, Majelis Hal:im pada Pengadilan Kegﬂrilﬁa—

Jene salah meneraplzan U czng-undsng sehingge  putusan

1+ Ki enya setisp nutusan bebas yeng dijstuhlian oleh perg-
adilan, bzik pads tingkat pertama maupun - pacda tingkat
kzsasi sepanjang penuntut vmum dapat membuktiksn bshwa
vutusan bebas tersebut sdzlah bebas tid=k murni.

2. kiranyz pasal 1%1 KUHAP ditinjau kembali sehingga rumus-
annya ‘elas seperti berikut ini.

1. Jika unsur perbuatan pidana tidak terbukti atau ter-
dakwa samz sekali tidsk melakukan delik, maka putuse
an pen ilan berbunyi dibebaskan.

2. Jika unsur-unsur verbuatan pidzana

szlzh satu wunsur nertancgung jewaban

{bukti, mala putusan pengadilan berbunyi

\¥,/'/# I3 —
— 9 N rdee~ -
\

\
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alau isi dakwean tidsk merupsken delik, maka seharus-

nya dakwean ditolak ( dinyatekan tidsk diterima ),
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PLERTITAE XKABUPATEN DAERAF TINGKAT I ILAJEND
KARTOR SOSILAL POLITIX

0. 070/150/K3P /2 /1992

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Sosial Politilk Kabupaten
llajene menerangian bahwa
leNama : EOTATT Zisan
2. Tempat / Tgl. Lehir Majene, 7 Juli 1968,
Je Jenis kelanin Perenpuan,
4. Instensi / Pekerjaen : Ilah. Fak.Zlam Univ, © 45 * UP,
S5.Adlanmat ? Jle Suka lzju II/15 Ujung Pandang,

.. -

Benar telzah melalssanalzan Penelitian pada Xontor Pengadilan Negeri Xab.
Dati II lajens dalanm Tangka penyusunan Sloipsi dengan judul s .
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dengan nomor surat & 070/105/K3PNITI/1992. Tal. 13 Asustus 1992,

Demilcian suxzat keterangan ini disampailan Kepada yang bversangicutan untulc
dipergunalan seperlunya .

lajene, 28 Oktober 1992,

All, BUPATT XEPATA DAERAE TIIGKAT IT ILJTE
KEPATA KUTTOR SOSIAL POLITIX

UD,.
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ARSI O . ’
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PEMERINTAH PROPTNST DAFRAH TINGKAT T SULAMEST SELATAN

DIREKTORAT ) sIAL

POLTT]

dalgn Jend. pchned Yani No. 2 Telp, 316046 Ujung pandang_

070/ 75[.%) /DSP,

Ujung pgndang,?} Juli 1992,

Binsa.
Kepada
Tzin Penelitign, Yth, 3UPATI KDH TK II M*JENE 7
Up, tEPALA KADDR Q0 8PCL
Di -

Bsrdasarkan Surgt Dekan Fakult

e ol -
Caem D a by

.

as Hulum Univ, "45" Ujung pondang -

No. 2. A58/FH/HMP /1145 /Y1 /92 tanzgal 20 M1i 1997,
dengan ini disampaikan kepala Saud ara bahws Yang tersebut dibawgh ind

N a m a :  HARIATY HasaN
Tempat/tanggal 1shir Majene, 7 Juli 196°

Jenis kelagnin . Perempuan

Tnstansi/pekerjaan :  Mah, Fak. Hukum 'miv, "45n 1p,

"1l am g ¢ : Jl. Suka Maju TT/15 Ujung pandang,

Brmaksud akan menggiaken enel itign di Dzersh/Ingtensi Saudara dalem
rangks penyusunan Skripsi dengan judul

"PUTU3AN IEPAS DART SEGALA TUNTUTAN

HUKUM STRTA ¥ATTANNYA TENGAN <IR AT DakeaaN

TRIGAP N TERYADAP D4 PUTUSAN PENGADTT. all MEG9RT MAJENT n,

Sedamag :ﬁ(f.igq}

Pengikut/tnggota Toam Tidak adq

Sehubungan dengan hal tersebut
menyetujui begiatan dimekesd Amame -
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diagtas pada prinaipnvae Vami A~ 1
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Majene, 26 Oktober 1992,~

Kepada Yth,

Ka Kan Sos Pol, Kab, Dati IT
Majene,
di -

MAJEN E,

Menarik surat Kakan S0sPol Dati IT Majene tanggal

13 Agustus 1992 No,

pokok surat diatas,

ritahukan bwhwa Mahasiswa
N a m a
Tempat/Tgl, Lahir
Jenis Kelamin
Instansi/Pekerjaan

Alamat

O?O/IOS/KSP/VIII/92, perihal pada
dengan hormat bersama ini kami be-

Univ. 45 Ujung Pandang.
: HARYATI HASAN,

Majene, 7 Juli
Perempuan,

Mah., Fak, Hukum Bniv, 45 U.
Pandang,

Jle. Suka Maju II/15 Ujung
Pandang,

1968.

.

o

telah mengadnkan penelitian / pengumpulan data dalam

rangka penyusunan Skripsi

perlunya.

P a
ol

M ‘__,;,/ “NIP :

dengan judul yang dimaksud

dalam surat, sejsk tgl. 13 Agustus 1992 s/d 23 Oktober
1992 sebanyak 5 ( 1ima ) kali kunjungan,

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan se-
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PRLRTINAN KBUPALEN Dodaudi PLUGEAD I (LAJTLHE
KallDOR 80uJAL I'OLIPIK

Hajonoy 13 Agusrtus 1992.

Kepada
1 070/105/KsPV111/92.  Yths 1. Kapolres Majene
iran § e— 2e Kepnla Kojolzsagn Negeri Majono

3« Ketua Pengadilan Negeri Majene
4. Kopala Rutan Majone

Hasing - masing di Majeno.-

Bommjuk Surat Kepala Direktorat Sospol Prop. Dati I Sul,Sel.
Hoe 070/2910/DP tangsal 23 Juli 1992, maln dongon ini disampaikan -
kepada Saudara bohwa yang torsebut dibawnh ini s

\ Hana ¢ IARYATI HASAN,
1 Tompat / Tanggal Lahir t Majemo, T Juli 1968,
\ Jonis Kelamin t Porempuan,

Instanel / Pokerjaan :

Hahe Talke Iidawn Unive " 45 " UP.
Jle Suka Maju I1/15 Ujung Pandang,
| Bormalsud akon mongadalan Penelitian di Daereh / Kantor Saudnra

\ dalam rangisa Penyusunan Skripsl dengan judul ¢ * PUMUSAN LEPAS  DART
SWOALA TUNTUTAN HUKUM SEUTA KALTAMNYA DIBOAN SURAT DAKNAAN TANGGAPAN —
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,‘ S el om e
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R Alamat '

t 3 ( tiga ) Wulan 8/d 23 Oktober 1992.
Pengilkut / Angzota Toam ¢t Tidak ada.

Selnibungen dengan hal tersebut diatas prada perinsipnya kani
dapat monyotujui dengan ketantuan
1, Sobolum dan sesudahnyn molaksanalan kegiatan, kepada yang bersang-

| lutan harus melaporkan dird kepada Kepols Kantor/Instansi sotompat,
. 24 Ponelitian tidak monyinpang dari masalah yang telah dii jinkan soma~
ta = mata untuk kepentingan Ilniah,

. 3, Mentaati semua Poraturan Porundangm=undangan yang berlala dan men;An
| dahlknn Adat - Istiadat potonpat,

4+ Hergmrghimn 1 ( satu ) berkas Copy hasil ™ SKRIPSI "
| Kepala Daorah TkesI Up, Kepala Kantor soepol Kabe Majeno,
' 5e Surat Izin aken dicabut koubali dan dinyatalan tidek berlalas, apabi

la tomyata pemegangan Surat Isin tidak montaati btentumr-mtontg
an tersebut distas,
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